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ABSTRAK 

  

Kesejahteraan hidup merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari warga 

negara. Untuk mencapai hal tersebut, setiap individu memerlukan pekerjaan yang memberikan imbalan berupa upah 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar upah pekerja sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, dengan batas minimal yang tidak boleh berada di bawah upah 

minimum. Namun, meskipun regulasi telah secara jelas menetapkan standar tersebut, realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa masih terdapat praktik pembayaran upah yang tidak memenuhi ketentuan minimum. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang 

diimplementasikan oleh pemerintah terhadap pekerja yang menerima upah di bawah standar minimum, sebagaimana 

diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, memanfaatkan analisis terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, serta menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk 

perlindungan hukum dalam UU tersebut terbagi menjadi dua jenis. Pertama, perlindungan hukum preventif, di 

mana pemerintah menetapkan ketentuan mengenai upah minimum dan mewajibkan pendaftaran perjanjian kerja 

sebagai bentuk pengawasan awal. Kedua, perlindungan hukum represif, yang diwujudkan melalui penerapan 

sanksi pidana atau denda bagi pengusaha yang melanggar dengan membayar upah di bawah standar minimum. 

Penegakan hukum ini dirancang untuk memberikan efek jera dan menjamin hak pekerja atas kesejahteraan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. 

Kata Kunci: upah minimum, perlindungan hukum, pekerja. 
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ABSTRACT 

  

Welfare of life is a fundamental right inherent in every individual as part of a citizen. To achieve this, every 

individual needs work that provides compensation in the form of wages to meet their living needs. Employers have 

an obligation to pay workers' wages in accordance with the provisions stipulated in legislation, with a minimum 

limit that cannot be below the minimum wage. However, even though regulations have clearly established these 

standards, the reality on the ground shows that there are still wage payment practices that do not meet the minimum 

requirements. Based on these problems, this research aims to examine the form of legal protection implemented by 

the government for workers who receive wages below the minimum standard, as regulated in Law Number 6 of 2023 

concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Copyright. Work. 



This research was conducted using a normative approach, utilizing analysis of primary and secondary legal 

materials, as well as using a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the forms of 

legal protection in this law are divided into two types. First, preventive legal protection, where the government sets 

provisions regarding minimum wages and requires registration of work agreements as a form of initial supervision. 

Second, repressive legal protection, which is realized through the application of criminal sanctions or fines for 

entrepreneurs who violate by paying wages below the minimum standard. Enforcement of this law is designed to 

provide a deterrent effect and guarantee workers' rights to welfare in accordance with applicable regulations. 

Keywords: minimum wage, legal protection, workers. 

 

 

Memiliki kehidupan yang sejahtera merupakan hak bagi setiap warga negara. Untuk bisa memperoleh 

kehidupan yang layak dan sejahtera setiap orang atau setiap warga negara harus memiliki 

pekerjaan(Wulandari and Wardana 2022). Pada Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Selain berhak memperoleh pekerjaan, setiap orang yang bekerja juga memiliki hak 

tidak hanya untuk memperoleh kesempatan kerja, tetapi juga untuk mendapatkan kompensasi yang setimpal, 

pengakuan yang proporsional, serta perlakuan yang adil dan sesuai dengan standar yang berlaku dalam 

hubungan industrial. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari prinsip keadilan sosial yang 

mendukung keberlangsungan relasi kerja yang harmonis dan produktif, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28D 

ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki 

hak fundamental untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, termasuk memperoleh akses terhadap kesempatan kerja 

yang setara. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan pengakuan yang adil atas kontribusinya dalam 

hubungan kerja serta kompensasi yang memadai. 
Pekerja memiliki hak untuk menerima imbalan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi yang mereka 

berikan kepada perusahaan. Kontribusi tersebut tidak hanya berupa jasa, tetapi juga mencakup peran strategis 

dalam meningkatkan produktivitas yang berdampak signifikan pada pertumbuhan dan kemajuan perusahaan 

(Agishintya and Hoesin 2021). Dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU 

No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pekerja atau buruh adalah seorang yang melakukan pekerjaan dengan 

memperoleh kompensasi berupa upah maupun bentuk imbalan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa upah, dapat berbentuk uang maupun bentuk lainnya, merupakan hak pekerja atas jasa yang telah mereka 

berikan kepada perusahaan. Upah ini memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, 

sehingga menjadi pendorong bagi pekerja untuk terikat perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut bertujuan 

untuk memastikan kesejahteraan pekerja melalui kompensasi yang adil dan layak (Agishintya and 

Hoesin 2021). Pada dasarnya, perjanjian kerja adalah kontrak yang mengikat dua pihak, yakni pekerja dan 

pengusaha. Pekerja berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, sedangkan pengusaha memberikan 

kompensasi berupa upah sebagai bentuk pengakuan atas jasa yang diberikan (Sartono and others 

2023). 
Pengertian mengenai upah telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 30 UU No. 6 Tahun 2023, 

yang mengesahkan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Dalam regulasi 

tersebut, Upah didefinisikan sebagai hak esensial yang melekat pada pekerja, berupa imbalan dalam bentuk 

finansial yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Hak ini diperoleh sebagai bentuk kompensasi atas 

pelaksanaan atau perencanaan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kerja, yang ditetapkan berdasarkan 



perjanjian kerja, kesepakatan bersama, atau regulasi perundang-undangan yang berlaku. UU No. 6 Tahun 2023 

juga memuat pengaturan rinci terkait sistem pengupahan yang wajib diterapkan oleh perusahaan kepada tenaga 

kerjanya. Sistem pengupahan ini berorientasi pada penerapan upah minimum yang didasarkan pada tingkat 

administratif wilayah, baik provinsi, kota, mapun kabupaten, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan hidup 

layak. Hal ini sejalan dengan pandangan Wulandari dan Wardana (2022) yang menekankan bahwa pengaturan 

upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui standar hidup yang layak. 

Ketentuan perihal upah minimum secara eksplisit tertuang dalam Pasal 88C UU yang sama, di mana upah 

minimum tersebut mencakup berbagai aspek yang mendukung keadilan bagi pekerja dalam memenuhi 

kebutuhan dasar mereka. Upah minimum terdiri atas: 

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi 

b. Upah minimum berdasarkan kabupaten/kota 

Pasal 88C ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023, yang mengesahkan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi UU, secara eksplisit mengatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum yang 

harus dibayarkan kepada pekerja. Besaran upah yang diberikan kepada pekerja wajib memenuhi standar 

minimum yang telah ditetapkan sebagai acuan regulasi. Meski demikian, kebijakan ini mengakomodasi 

pengecualian tertentu, khususnya bagi entitas usaha mikro dan kecil, yang memiliki fleksibilitas lebih dalam 

penerapan aturan tersebut. Dalam kasus ini, pemberian upah tidak terikat pada ketentuan upah minimum 

melainkan didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha sebelum hubungan kerja dimulai. 

Penerapan kebijakan upah minimum bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pekerja dan 

keluarganya, sehingga memberikan jaminan ekonomi yang layak bagi keberlangsungan hidup mereka. Oleh 

karena itu, standar pemberian upah minimum menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam menyediakan 

remunerasi yang adil dan sesuai dengan hasil kerja atau layak. Meskipun dalam kondisi tertentu upah dapat 

dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, hasil kesepakatan tersebut tidak boleh 

berada di bawah ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Sartono et al., 2023; Pratiwi & Erniwati, 2023).  i 

Penetapan upah minimum ditentukan berdasarkan wilayah atau pada tingkat provinsi, kabupaten, atau 

kota bertujuan fundamental untuk memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap potensi eksploitasi dan 

tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan (Regina, 2023). Dari sudut pandang korporasi, kebijakan ini 

berfungsi sebagai mekanisme strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing. Perusahaan yang 

mampu membayar pekerja sesuai dengan standar upah minimum regional atau sektoral menunjukkan 

kapabilitasnya dalam menghasilkan keuntungan secara optimal. Hal ini tidak hanya memperkuat reputasi 

perusahaan di mata industri, kompetitor, dan investor, tetapi juga meningkatkan nilai strategisnya di pasar 

(Regina, 2023). Kebijakan ini berlaku secara inklusif tanpa diskriminasi antara pekerja dengan perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT) maupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Hal tersebut 

telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 88E ayat (2) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU 

No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian upah kepada 

pekerja harus sesuai dengan standar upah minimum regional, yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dan mendukung terciptanya 

kesejahteraan yang layak bagi mereka dalam menjalani kehidupan (Yudiastawan & Purwanti, 2019).  

Meskipun telah diatur secara tegas dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU, yang mengatur larangan pemberian upah di bawah upah 

minimum regional (UMR), praktik pengupahan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut masih marak terjadi. 



Fenomena ini terutama dialami oleh pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sebagai ilustrasi, 

banyak pekerja PKWT yang, meskipun telah menyelesaikan masa kontrak awal dan menerima perpanjangan 

kontrak, tetap menerima upah di bawah standar minimum yang telah ditetapkan. Kondisi ini menempatkan 

pekerja atau buruh dalam posisi yang rentan, mengingat sistem pengupahan yang mereka terima belum 

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Praktik pengupahan di bawah UMR tidak hanya mencerminkan 

lemahnya implementasi regulasi, tetapi juga memperkuat ketimpangan dalam relasi industrial, di mana hak 

pekerja untuk mendapatkan upah layak masih sering terabaikan. 
Mengingat pekerja memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan yakni sebagai pelaku 

pembangunan, maka akan banyak terdapat berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi oleh para 

pekerja (Wulandari and Wardana 2022). Apabila imbalan berupa upah yang diberikan 

perusahaan kepada para pekerjanya di bawah upah minimum regional, akan menyebabkan tidak tercapainya 

kehidupan yang sejahtera bagi pekerja. Tidak hanya kehidupan yang kurang sejahtera, kemiskinan dan 

kesenjangan sosial akan menjadikan faktor utama dalam melakukan berbagai tindak pidana guna mendapatkan 

uang secara cepat. Oleh karena itu, diperlukannya perlindungan hukum, pemeliharaan, dan peningkatan 

kesejahteraannya, sehingga akan meningkatkan produktivitas nasional(Wulandari and Wardana 

2022). 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya terjadi 

penyimpangan hukum terhadap pemberian upah kepada pekerja yang dinliai tidak sesuai dengan upah minimum 

regional yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi UU. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH 

DIBAWAH UPAH MINIMUM” 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

hukum yakni bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pekerja yang 

mendapatkan upah dibawah UMR menurut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU? 

  

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, 

mengevaluasi, dan mendeskripsikan secara mendalam mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan bagi 

pekerja yang menerima upah di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR). Penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, implementasi, dan 

tantangan dalam melindungi hak-hak pekerja pada konteks tersebut. 



  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

pengembangan ranah keilmuan Hukum Perdata, dengan penekanan khusus pada aspek Hukum 

Ketenagakerjaan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas wawasan teoretis, tetapi juga 

untuk memperdalam pemahaman konseptual yang dapat memperkaya diskursus akademis di bidang 

tersebut. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan menjadi bahan masukan atau referensi 

bagi : 

a. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai landasan teoretis sekaligus rujukan praktis 

bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemberian upah bagi 

tenaga kerja. 

b. Buruh dan Pekerja 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai acuan teoretis dan praktis bagi kalangan 

buruh serta tenaga kerja dalam konteks pengelolaan remunerasi. Tujuan utamanya adalah untuk 

mengurangi disparitas dalam sistem pengupahan, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan yang lebih 

terukur dalam pemberian upah di lingkungan kerja. 

c. Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan dan referensi terhadap masyarakat 

dalam pemberian upah. 

  

1.5. Metode Penelitian 



1.5.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian terhadap hukum normatif. Penelitian yang 

membahas mengenai hukum normatif dapat didefinisikan sebagai upaya analitis untuk mengidentifikasi 

dan menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang berkembang dengan mencari kebenaran 

berdasarkan prinsip koherensi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk merumuskan 

rekomendasi normatif yang menjelaskan langkah-langkah yang idealnya diambil dalam menghadapi 

suatu persoalan hukum tertentu (Marzuki, 2013). Pendekatan ini berfokus pada analisis konseptual dan 

doktrinal guna memberikan landasan teoretis yang kuat dalam memformulasikan kebijakan atau 

tindakan hukum yang tepat.  

 

1.5.2. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu : 

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian yang menitikberatkan pada 

kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan (Marzuki, 2013). 

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam berbagai norma hukum 

yang berlaku, sekaligus mengeksplorasi keterkaitan filosofis antara undang-undang dan isu yang 

menjadi fokus kajian penelitian. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfungsi untuk 

mengidentifikasi aturan hukum, tetapi juga untuk mengungkap nilai-nilai substantif yang melandasi 

regulasi tersebut, sehingga memberikan landasan argumentasi yang komprehensif dalam kajian 

akademik (Marzuki, 2013). 

b. Metode Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan konsep ialah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa ataupun 

memahami berbagai perundang-undangan, doktrik-doktrin dan putusan pengadilan yang terkait isu 

hukum yang tengah diteliti. Tujuannya untuk melakukan identifikasi agar bisa melahirkan suatu konsep 

tentang pengertian hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki 2013). 

  

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 



Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahan hukum primer sebagai sumber hukum yang 

memiliki sifat otoritatif, yaitu sumber yang mengandung otoritas hukum (Marzuki, 2013). Dengan 

demikian, bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat yang bersifat umum terhadap semua pihak 

yang relevan atau berkepentingan. Contoh konkret dari bahan hukum primer meliputi peraturan 

perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah dalam proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang telah ditetapkan (Marzuki, 2013). Dalam konteks 

penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan acuan mencerminkan dasar-dasar hukum yang 

menjadi landasan yuridis dalam pembahasan dan analisis permasalahan yang diangkat, ialah: 

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

3. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

4. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi UU 

5. PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan 

  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan materi pendukung yang berfungsi melengkapi bahan hukum 

primer. Kehadiran bahan hukum sekunder bertujuan untuk memfasilitasi proses analisis, memperdalam 

pemahaman, dan memberikan elaborasi atau interpretasi terhadap bahan hukum primer (Marzuki, 

2013). Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup jurnal-jurnal 

hukum serta literatur akademis berupa buku-buku hukum, yang dirancang untuk memperkaya kajian 

dan memperjelas konteks dari bahan hukum primer yang dijadikan dasar penelitian. 

  

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan mengacu pada pendekatan studi kepustakaan, 

yang melibatkan proses penelusuran serta pengumpulan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum primer dihimpun melalui langkah inventarisasi yang sistematis, di 

mana data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan isu yang relevan dengan fokus 

penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikompilasi dengan memanfaatkan sistem kartu (card 

system), yang mencakup penggunaan kartu ikhtisar, kartu kutipan, maupun kartu ulasan sebagai sarana 



untuk menyusun dan menganalisis informasi secara terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk 

memastikan kelengkapan data dan akurasi analisis dalam kajian hukum yang dilakukan. 

  

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini disusun selaras dengan karakteristik penelitian 

hukum normatif, dengan pendekatan berbasis metode deduktif. Pendekatan deduktif, yang digunakan 

sebagai kerangka konseptual, bertujuan menjelaskan prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan 

pada permasalahan spesifik. Selain itu, penelitian ini mengaplikasikan analisis preskriptif melalui metode 

interpretasi hukum, yang berfungsi untuk merumuskan solusi normatif atas permasalahan yang dianalisis 

secara sistematis. 

  

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Adanya pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai 

sistematika penulisan hukum ataupun untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penulisan 

hukum ini.  
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1. Perlindungan Hukum 

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Kerangka hukum yang berlaku tidak secara eksplisit mendefinisikan konsep perlindungan hukum. 

Oleh sebab itu, pemahaman mengenai perlindungan hukum sering kali dirujuk dari pandangan para ahli di 

bidang hukum. Dalam karyanya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Philipus 

M. Hadjon (1987) mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu sistem atau mekanisme 

yang dirancang untuk menjaga dan membela harkat serta martabat individu, di samping menjamin 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang melekat dan bersifat inheren pada setiap subjek hukum.. 

Perlindungan ini dirancang untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan berfungsi sebagai perangkat 

normatif yang mengatur dan memastikan hak-hak tersebut terlindungi secara efektif dari potensi ancaman 

atau pelanggaran (Hadjon 1987). 
Perlindungan hukum, sebagaimana diuraikan oleh Satjipto Raharjo, merujuk pada pemberian 

pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya bagi individu atau kelompok masyarakat yang 

mengalami kerugian, agar dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh sistem 



hukum (Raharjo, 2000). Sementara itu, A. Fajar Muktie memberikan definisi yang lebih terfokus, dengan 

menyatakan bahwa konsep perlindungan hukum merupakan bentuk spesifik dari perlindungan, yakni yang 

bersumber dan diatur oleh hukum. Perlindungan hak asasi manusia dapat dipahami sebagai suatu konsep 

yang sangat terkait dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada individu dalam 

kapasitasnya sebagai subjek hukum. Dalam interaksi sosialnya, baik terhadap sesama manusia maupun 

lingkungan sekitar, setiap individu berperan sebagai entitas hukum yang memiliki hak serta kewajiban 

untuk menjalankan tindakan-tindakan yang telah diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku. Dengan 

demikian, keberadaan hak dan kewajiban tersebut menjadi fondasi dasar bagi setiap individu dalam 

berpartisipasi secara sah dalam masyarakat, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Lumanaw et al. 

(2021).  

  

2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 
Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 

Indonesia,menyebutkan bahwa ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, antara lain:(Hadjon 1987) 

a. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai instrumen yang bersifat proaktif, memberikan 

kesempatan bagi individu atau subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terlebih 

dahulu, sebelum keputusan administratif yang final dan mengikat diterbitkan oleh otoritas yang 

berwenang. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah mengantisipasi potensi permasalahan atau 

konflik hukum yang dapat timbul, sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya lebih 

transparan tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 

Pendekatan ini berfungsi sebagai upaya mitigasi awal untuk menghindari eskalasi sengketa di 

kemudian hari. 

b. Perlindungan hukum respresif 

Perlindungan hukum dengan pendekatan represif memiliki tujuan utama untuk menanggulangi 

konflik atau sengketa yang timbul dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini merujuk pada 

intervensi pemerintah yang berlandaskan pada prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia, yang dianggap sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam 

konteks ini, negara diharapkan tidak hanya berperan sebagai entitas yang menetapkan norma, tetapi 

juga sebagai pelindung yang memastikan setiap individu dapat memperoleh hak-haknya tanpa 

adanya diskriminasi. Prinsip tersebut menekankan pentingnya pembatasan wewenang, baik bagi 

masyarakat maupun pemerintah, guna menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan 

demikian, perlindungan hukum berperan sebagai mekanisme pengaturan untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan hak-hak individu terlindungi dalam kerangka yang 

berkeadilan. 

  



2.1.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum 
Philipus M. Hudjon menyatakan bahwa prinsip perlindungan hukum dilaksanakan 

berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun macam dari prinsip 

perlindungan hukum ada 2 (dua) antara lain:(Hadjon 1987) 

a. Prinsip Negara Hukum 

Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “negara Indonesia 

adalah negara hukum, sehingga segala usaha yang dilakukan oleh negara dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia haruslah berdasarkan hukum”. Dengan demikian, 

perlindungan hukum dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari prinsip-prinsip hukum, di 

mana perlindungan tersebut berfungsi sebagai salah satu hasil atau produk dari sistem hukum yang ada. 

Sebagai suatu mekanisme yang dijamin oleh hukum, perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk 

memastikan keadilan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu dari potensi pelanggaran atau 

ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.  

b. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berfokus pada pembatasan tertentu atas 

hak individu, disertai dengan pemberian kewajiban kepada masyarakat untuk mematuhi norma-norma 

tersebut. Tujuan utama dari prinsip ini adalah terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan 

berkeadaban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap setiap individu dimulai dengan 

pemahaman yang mendalam mengenai konsep hak asasi manusia, yang menjadi landasan utama 

dalam memastikan kesejahteraan bersama dan ketertiban dalam masyarakat. Konsep ini tidak hanya 

mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih luas 

untuk menjamin keberlanjutan nilai-nilai kemanusiaan. 

  

  

2.2. Pekerja 

2.2.1. Pengertian Pekerja 
Dalam konteks regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan 

memberikan definisi mengenai pekerja atau buruh, yang pada dasarnya merujuk pada individu yang 

bekerja dengan memperoleh kompensasi dalam bentuk upah atau imbalan lainnya. Pasal 1 angka 9 UU No. 

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa pekerja atau 

buruh adalah individu yang bekerja dengan menerima upah atau bentuk imbalan lainnya. Definisi serupa 

juga tercantum dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

yang menekankan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau 

kompensasi dalam bentuk lain. 



Lebih lanjut, pengertian tersebut diperkuat dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU, yang menegaskan 

bahwa pekerja atau buruh mencakup siapa saja yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Dalam ranah peraturan pelaksana, Pasal 1 angka 2 PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, juga memberikan definisi serupa, yang menyatakan 

bahwa pekerja atau buruh merupakan setiap individu yang bekerja dengan memperoleh kompensasi dalam 

bentuk upah atau imbalan lainnya. Dengan demikian, melalui beragam instrumen hukum tersebut, konsep 

pekerja atau buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia ditetapkan secara konsisten, 

mencakup elemen utama berupa kegiatan bekerja yang disertai dengan penerimaan kompensasi dalam 

berbagai bentuk. Interpretasi ini menjadi landasan dalam implementasi berbagai kebijakan 

ketenagakerjaan yang melibatkan hak dan kewajiban pekerja di tingkat nasional. 

Kansil (2006) mengemukakan bahwa istilah buruh merujuk pada individu yang bekerja di bawah 

arahan seorang pemberi kerja dengan menerima kompensasi berupa upah. Pendapat serupa diungkapkan 

oleh Maimun dalam karyanya Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar, menurutnya definisi pekerja, 

merujuk pada setiap individu yang terlibat dalam aktivitas kerja dengan tujuan memperoleh kompensasi 

dalam bentuk upah atau bentuk imbalan lainnya. Dalam konteks ini, pekerjaan dipandang sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghargaan finansial atau non-finansial sebagai hasil dari 

kontribusi tenaga dan waktu yang diberikan. Dalam pandangan Maimun (2003), definisi upah mencakup 

dua elemen utama, yaitu pertama, keberadaan individu yang melaksanakan pekerjaan, dan kedua, 

penerimaan kompensasi atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya, Adisiswanto (2015) memperkuat perspektif 

ini dengan menyatakan bahwa pekerja atau buruh mencakup seluruh individu yang terlibat dalam aktivitas 

kerja dan memperoleh penghasilan dalam bentuk upah maupun imbalan lainnya. 

  

2.2.2. Macam-Macam Pekerja 
Berdasarkan perjanjian kerja pada Pasal 56 ayat (1)UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP 

Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU maka macam pekerja ini terbagi 

menjadi 2 (dua) macam yakni: 

a. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu 

Pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sering dikenal sebagai pekerja 

kontrak, merupakan individu yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja tambahan dalam durasi tertentu. Pekerja ini memiliki karakteristik utama berupa perjanjian kerja 

yang telah ditentukan jangka waktunya sejak awal. Dalam praktiknya, perusahaan memiliki otoritas 

untuk mengakhiri hubungan kerja sewaktu-waktu ketika kebutuhan tenaga tambahan tersebut 

dianggap telah terpenuhi. Hal ini menciptakan situasi kerja yang kurang stabil dibandingkan dengan 

pekerja tetap. Selain itu, pekerja kontrak umumnya memiliki hak yang lebih terbatas, baik dalam hal 

jaminan keamanan kerja maupun fasilitas yang diberikan, sehingga posisi mereka dianggap lebih 

rentan secara hukum maupun ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Jehani (2010:5) dan didukung 

oleh penelitian Onibala et al. (2017), status pekerjaan ini memiliki implikasi penting terhadap 

kesejahteraan dan stabilitas tenaga kerja dalam sistem ketenagakerjaan. 



b. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang lebih sering disebut sebagai 

karyawan tetap, merujuk pada individu yang terikat pada suatu kontrak atau kesepakatan kerja dengan 

perusahaan tanpa adanya durasi waktu yang terbatas. Posisi ini memberikan karyawan sejumlah hak 

yang lebih komprehensif dan stabil dibandingkan dengan pekerja dengan status perjanjian kerja 

waktu tertentu, yang umumnya hanya memperoleh hak-hak yang bersifat sementara. Keberlanjutan 

hubungan kerja pada karyawan tetap memungkinkan mereka untuk menikmati berbagai jaminan yang 

tidak diberikan kepada pekerja dengan status tidak tetap, termasuk dalam aspek perlindungan 

ketenagakerjaan dan kepastian karier. Keberadaan kontrak permanen ini juga memberikan rasa aman 

yang lebih tinggi terkait stabilitas pekerjaan. Faisal (2009:133) menyatakan bahwa karyawan tetap 

adalah mereka yang secara konsisten menerima remunerasi dalam jumlah tertentu pada interval waktu 

yang teratur. Kategori karyawan tetap mencakup pegawai swasta, pegawai negeri, dan penerima 

manfaat pensiun. Hal ini sejalan dengan pandangan Onibala dan kolega (2017), yang 

menggarisbawahi peran penting karyawan tetap dalam struktur ketenagakerjaan formal. 
Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009, istilah "pegawai tetap" 

didefinisikan sebagai individu yang memperoleh pendapatan secara rutin dengan nominal tertentu. 

Definisi ini mencakup individu-individu yang tergabung dalam struktur dewan komisaris dan dewan 

pengawas, yang secara kontinu dan terstruktur berperan aktif dalam pengelolaan serta pengawasan 

kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu juga dikategorikan sebagai pegawai tetap, dengan syarat mereka menjalankan 

tugas secara penuh waktu (full-time) dalam posisi atau tanggung jawab tersebut. (Devi dkk., 2017) 

  

2.2.3. Hak Pekerja 
Hak pekerja diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU, antara lain: 

a. Setiap orang yang terlibat dalam dunia kerja, termasuk buruh, berhak atas akses yang setara 

terhadap kesempatan kerja, dengan jaminan bahwa tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun 

yang menghalangi atau membatasi hak tersebut. Hak ini merupakan bagian dari prinsip keadilan 

sosial yang mendasar, yang menuntut adanya pemberian kesempatan yang adil dan tidak memihak 

bagi setiap tenaga kerja, tanpa membedakan latar belakang, jenis kelamin, atau status 

sosial-ekonomi mereka. Prinsip ini menegaskan bahwa keberagaman dalam sektor 

ketenagakerjaan harus dihargai dan dijunjung tinggi, serta bahwa setiap orang berhak untuk 

berpartisipasi dalam lingkungan kerja tanpa terhalang oleh diskriminasi atau ketidaksetaraan. 

b. Setiap orang dalam lingkungan kerja berhak atas perlakuan yang adil dan setara, yang dijamin 

sebagai hak dasar mereka, tanpa mengalami diskriminasi dari pihak manapun, khususnya pemberi 

kerja. Prinsip ini mencerminkan keharusan bagi setiap organisasi untuk memberikan kesempatan 

yang setara dalam berbagai aspek pekerjaan, baik dalam penerimaan, pengembangan karir, 

maupun kondisi kerja, guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. 



c. Setiap orang dalam dunia kerja, baik yang berstatus sebagai pekerja maupun buruh, memiliki 

hak yang diakui secara hukum untuk memperoleh akses dan kesempatan dalam rangka 

pengembangan serta peningkatan kompetensi profesional mereka. Hak ini mendasar untuk 

memastikan bahwa setiap tenaga kerja dapat mengasah keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan untuk menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berubah, serta meningkatkan 

kualitas dan daya saing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. 

d. Setiap orang yang terlibat dalam dunia kerja, baik sebagai pekerja maupun buruh, memiliki 

hak yang diakui secara hukum untuk memperoleh pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya 

dalam menjalankan tugas profesional. Hak ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan 

memberikan jaminan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk mengembangkan serta 

menunjukkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Pengakuan 

tersebut tidak hanya mengakui kemampuan teknis, tetapi juga memberikan penghargaan terhadap 

upaya dan kontribusi yang diberikan dalam sektor pekerjaan, yang pada akhirnya turut mendukung 

peningkatan kualitas tenaga kerja secara menyeluruh. 

e. Setiap orang yang berpartisipasi dalam program magang memiliki hak untuk mendapatkan 

pengakuan formal atas kualifikasi kompetensi yang telah diperoleh sepanjang masa magang 

tersebut. Pengakuan ini diberikan oleh entitas yang berwenang, baik itu perusahaan penyelenggara 

program magang maupun lembaga sertifikasi profesional yang memiliki otoritas dalam bidang 

tersebut. Pemberian sertifikasi ini bertujuan untuk menilai dan mengonfirmasi sejauh mana 

kemampuan teknis dan praktis yang telah dikembangkan oleh peserta magang, yang selanjutnya 

dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kredibilitas serta daya saing dalam dunia kerja. 

f. Setiap pekerja maupun buruh, berhak dan memiliki peluang yang setara untuk menentukan 

pilihan kariernya, memperoleh posisi yang sesuai dengan kompetensinya, serta berpindah antar 

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. 

g. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan kerja, baik sebagai pekerja maupun buruh, memiliki 

hak yang diakui secara sah untuk memperoleh kompensasi finansial yang sesuai dengan standar 

upah minimum yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah atau regulasi ketenagakerjaan 

yang berlaku. Hak ini merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bertujuan memastikan 

kesejahteraan pekerja, serta sebagai landasan untuk menciptakan keadilan sosial dalam hubungan 

kerja yang seimbang dan berkelanjutan. 

h. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak fundamental untuk melaksanakan kewajiban 

keagamaan sesuai dengan ajaran yang dianutnya. 

i. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak fundamental untuk memperoleh waktu istirahat yang 

memadai serta kesempatan untuk mengambil cuti. 

j. Setiap tenaga kerja perempuan memiliki hak untuk menerima waktu istirahat selama satu 

setengah bulan sebelum kelahiran anak dan satu setengah bulan setelah kelahiran. Ketentuan ini 



didasarkan pada estimasi medis yang diberikan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau 

bidan yang berwenang. 

k. Setiap pekerja atau buruh beserta anggota keluarganya, memiliki hak fundamental untuk 

mendapatkan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan. 

l. Setiap tenaga kerja memiliki hak fundamental untuk mendapatkan perlindungan komprehensif 

dalam berbagai aspek, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, norma moralitas dan etika, serta 

perlakuan yang menghormati martabat kemanusiaan dan sejalan dengan prinsip-prinsip nilai 

agama. 

m. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak yang melekat untuk membentuk serta bergabung 

dalam suatu organisasi kolektif yang dikenal sebagai serikat pekerja atau serikat buruh. 

n. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak yang melekat untuk bertindak sebagai perwakilan dari 

serikat pekerja atau buruh dalam proses negosiasi perumusan perjanjian kerja bersama dengan 

pihak pengusaha. 

o. Setiap pekerja atau buruh berhak melaksanakan mogok kerja sebagai akibat dadi gagalnya 

perundingan. 

p. Ketika proses pemutusan hubungan kerja dilaksanakan, setiap karyawan atau pekerja yang 

terdampak secara hukum berhak memperoleh kompensasi berupa uang pesangon, tunjangan 

penghargaan atas masa kerja, serta penggantian hak lainnya yang menjadi kewajiban pemberi 

kerja. 

q. Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan uang pensiun. 

Secara teori hak-hak dasar yang dimiliki oleh pekerja, antara lain: (Khairani and Yurikosari 

2018) 

a. Hak untuk mendapatkan perlindungan 

b. Hak untuk mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama 

c. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja 

d. Hak untuk mendapatkan penempatan kerja 

e. Hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja 

f. Hak untuk mendapatkan upah 

g. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan 



  

2.2.4. Kewajiban Pekerja 
Kitab UU Hukum Perdata dalam Pasal 1603, Pasal 1603A dan Pasal 1603B mengatur tentang 

kewajiban para pekerja, yakni: 

a. Pekerja atau buruh memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah disepakati dengan 

optimal, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang mereka miliki. Kinerja yang diharapkan tidak 

hanya mencerminkan pemenuhan tanggung jawab, tetapi juga menuntut dedikasi dan profesionalisme 

yang selaras dengan kemampuannya. 

b. Pekerja atau buruh diwajibkan sendiri dalam melakukan pekerjaannya tanpa digantikan oleh orang 

lain tanpa izin dari pengusahan. 

c. Pekerja atau buruh memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan dalam pelaksanaan 

tugas, dan tanggung jawab pekerjaan, serta ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk meningkatkan 

disiplin dan keteraturan operasional dalam lingkungan perusahaan. 

 

Namun secara khusus kewajiban pekerja diterangkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU, antara lain: 

a. Serikat pekerja serta seseorang yang bekerja memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan 

untuk mematuhi dan menjalankan seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama. 

Perjanjian ini telah dirumuskan dan disetujui melalui proses negosiasi yang melibatkan kedua belah 

pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Implementasi dari perjanjian ini diharapkan dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang harmonis dan terstruktur, sekaligus memastikan tercapainya keseimbangan 

antara hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat secara 

sah. 

b. Penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Proses penyelesaian tersebut harus 

dilakukan melalui pendekatan yang berlandaskan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, 

di mana setiap pihak diharapkan untuk terlibat aktif dalam dialog yang konstruktif. Pendekatan ini 

bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak, serta menjaga stabilitas 

hubungan kerja yang harmonis. Proses musyawarah ini, selain mengedepankan komunikasi yang 

efektif, juga diharapkan dapat mencegah eskalasi sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak, 

serta menciptakan ruang bagi penyelesaian yang lebih bersifat preventif dan restoratif. 

c. Melaksanakan mogok kerja dengan tetap taat kepada peraturan yang berlaku. 



d. Dalam konteks hubungan industrial, baik pekerja maupun serikat pekerja memiliki tanggung jawab 

untuk menyampaikan pemberitahuan secara formal dan tertulis kepada pengusaha serta instansi 

pemerintah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan di tingkat daerah. Pemberitahuan ini berkaitan 

dengan niat atau pelaksanaan aksi mogok kerja, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan 

kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah tersebut. 

e. Melaksanakan seluruh ketentuan yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerja, regulasi internal 

organisasi, serta kesepakatan kerja kolektif adalah kewajiban yang wajib dipatuhi oleh setiap individu 

yang terlibat. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab hukum, 

tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan harmonisasi dalam hubungan kerja dan mencapai 

tujuan organisasi secara efektif. Oleh karena itu, setiap elemen dalam sistem organisasi diharapkan 

untuk secara konsisten menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut guna mewujudkan tercapainya tata 

kelola yang baik dan berkelanjutan. 

  

2.2.5. Fungsi Pekerja 
Dari uraian hak dan kewajiban pekerja atau buruh diatas dapat diketahui adanya fungsi dari pekerja. 

Sebenarnya fungsi dari pekerja atau buruh ini secara tidak langsung tersirat dalam pasal-pasal yang ada di 

dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Menjadi UU, antara lain sebagai : 

a. Para pemangku kepentingan memiliki peranan yang krusial dalam menjamin bahwa kesepakatan 

yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan yang relevan. Setiap pihak yang 

terlibat harus memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab, 

serta menegakkan norma hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan dan perlindungan bagi semua 

pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. 

b. Perwakilan tenaga kerja dalam lembaga yang mengelola hubungan industri di sektor 

ketenagakerjaan diatur berdasarkan hierarki atau struktur jenjang yang telah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

c. Upaya untuk ntuk mencapai terciptanya hubungan industrial yang berlandaskan pada prinsip 

keharmonisan, dinamika, dan keadilan, hal ini dapat diwujudkan melalui pemenuhan dan kepatuhan 

terhadap ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kepatuhan terhadap regulasi yang ada menjadi faktor esensial dalam menciptakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sekaligus memastikan terciptanya lingkungan kerja 

yang kondusif dan berkeadilan. 

d. Fasilitas yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan aspirasi, dengan tujuan utama untuk 

memperjuangkan hak-hak serta kepentingan-kepentingan anggota secara efektif dan berkelanjutan. 

Dalam konteks ini, peran fasilitas tersebut sangat krusial, karena memungkinkan proses komunikasi 



yang konstruktif dan dialogis antara individu atau kelompok dengan pihak yang memiliki kewenangan, 

guna mencapai hasil yang memadai dalam perlindungan dan pemenuhan hak serta kepentingan anggota 

yang bersangkutan. 

e. Para pihak yang terlibat dalam tindakan pemogokan, baik sebagai penyelenggara, pelaksana, 

maupun pihak yang bertanggung jawab, diwajibkan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kewajiban ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur 

mekanisme, prosedur, serta hak dan kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan pemogokan tersebut. 

f. Perwakilan pekerja atau buruh dalam memperjuangkan hak atas kepemilikan saham perusahaan 

dapat dipandang sebagai elemen yang krusial dalam dinamika hubungan industrial. Upaya tersebut 

mencerminkan interaksi antara hak-hak ekonomi dan kepentingan kolektif dalam konteks keadilan 

sosial di tempat kerja. 
 i 

2.3.  iUpah 
2.3.1.  iPengertian iUpah 

Upah  imerupakan  ihak  iyang isah  ibagi  isetiap  itenaga  ikerja,  iyang iditerima  isebagai  ibentuk  ikompensasi  

ifinansial  iatas  ikontribusi  iyang idiberikan  idalam  ibentuk  ipekerjaan  iatau  ijasa.  iBesaran  iserta  imekanisme 

ipembayaran  iupah  iditentukan  imelalui  ikesepakatan  iantara  ipihak  ipekerja  idan  ipemberi  ikerja,  iyang idapat  

ididasarkan ipada iperjanjian ikerja iyang itelah idisepakati,  iketentuan iyang itertuang idalam iperaturan 

iperusahaan,  iatau iperundang-undangan iyang irelevan idan iberlaku.  iSelain iitu,  iupah ijuga imeliputi  

iberbagai  itunjangan  iyang idiberikan  ikepada ipekerja  idan  ianggota  ikeluarganya,  iyang iberfungsi  isebagai  

ipenghargaan  iatau iimbalan iatas itugas  iyang itelah idiselesaikan  imaupun iyang imasih iakan  idilaksanakan  idi 

imasa imendatang. iKetentuan iini  idiatur idalam  iPasal  i1 iangka i13 iUU iNo.  i40 iTahun i2004 imengenai  iSistem 

iJaminan iSosial  iNasional. 
Secara  ikhusus ipengertian  iupah idijelaskan isecara  irinci  idalam  iberbagai  iperaturan 

iperundang-undangan.  iMenurut  iPasal  i1 iangka i30 iUU iNo.  i6  iTahun i2023,  iyang iberisi  itentang ipenetapan 

iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  imengenai  iCipta  iKerja,  iUpah  idapat  ididefinisikan  isebagai  

ikompensasi  ifinansial  iyang iditerima  ioleh  iindividu  iyang iterlibat  idalam  ikegiatan  iproduktif,  ibaik  idalam 

ibentuk  igaji  imaupun  ihonorarium,  isebagai  iimbalan  iatas  ikontribusi  iyang idiberikan  idalam  ibentuk  itenaga 

iatau iketerampilan.  iImbalan  iini  idiberikan  ioleh  ipihak  ipemberi  ikerja  iatau  ipengusaha,  iyang imenetapkan 

ibesaran  idan  imekanisme  ipembayaran  iberdasarkan  ikesepakatan  iyang itercantum  idalam  iperjanjian  ikerja,  

ikontrak,  iatau  iketentuan  inormatif  iyang iberlaku  idi  itingkat  ihukum  imaupun  ikebijakan  iperusahaan.  iSelain 

iitu,  istruktur  iupah  ijuga imencakup iberbagai  ibentuk itunjangan iyang idiperuntukkan ibagi  ikesejahteraan 

ipekerja,  itermasuk  ifasilitas  iatau  ibantuan  iyang idiberikan  ikepada  ikeluarga  ipekerja  isebagai  ibagian idari  

itanggung ijawab  isosial  iperusahaan  iterhadap  itenaga  ikerja iyang idipekerjakan.  i 

Selain iitu,  iPasal  i1 iangka i1 iPP iNo.  i51 iTahun i2023,  iyang imengubah iPP iNo.  i36 iTahun i2021 

imengenai  iupah idapat  idipahami  isebagai  ihak  iyang iditerima  ioleh  ipekerja iatau iburuh,  iyang iberupa 

ipembayaran idalam ibentuk iuang,  isebagai  iimbalan iatas ikontribusi  iyang idiberikan idalam ikegiatan ikerja.  

iPemberian iupah  iini  idilakukan  ioleh ipengusaha  iatau  ipemberi  ikerja isesuai  idengan iketentuan  iyang itelah 

idisepakati  idalam  iperjanjian  ikerja,  iperaturan  iyang iberlaku,  iataupun  iketentuan  iyang itermaktub  idalam 

iundang-undang.  iSelain iitu,  ipengupahan ijuga imencakup ipemberian  itunjangan,  ibaik iyang iditerima  ioleh 

ipekerja imaupun ikeluarga iyang ibersangkutan,  isebagai  ikompensasi  iatas ipekerjaan iyang itelah 

idilaksanakan  iatau iyang iakan idilakukan  idi imasa  imendatang. 



Sadono iSukirno imengemukakan  ibahwa  iupah imerupakan  ikompensasi  iyang idiberikan iatas 

ikontribusi  ifisik  iyang idilakukan  ioleh  itenaga  ikerja  ibagi  ipihak  ipengusaha  i(Agishintya  i& iHoesin,  i2021).  

iDalam  iperspektif  iyang ilebih imendalam,  iAris  iPrio iAgus  iSantoso,  idalam  ipenelitian  iyang iberjudul  

iAnalisis  iYuridis iPemberian  iUpah  iDi iBawah  iUMK iBagi  iTenaga  iKesehatan  iDi  iRumah iSakit, 

imenyatakan  ibahwa  iupah  iadalah  ihak  iyang idiberikan  ikepada  itenaga ikerja  iatau  iburuh  ioleh  ipihak 

ipengusaha  iatau  ipemberi  ikerja  idalam  ibentuk  ikompensasi  ifinansial.  iKompensasi  iini  iberfungsi  isebagai  

ibalasan  iatas  ipelaksanaan  itugas  iatau  ipenyediaan  ijasa  iyang itelah  iatau  iakan idilakukan.  iSelain  iitu,  

ipemberian iupah  ibertujuan  iuntuk  imenjamin  ikesejahteraan  ipekerja,  isekaligus  imendukung ipemenuhan 

ikebutuhan  ihidup  imereka  ibeserta itanggungan  ikeluarganya  isecara  ilayak  idan  iberkelanjutan  i(Santoso iet 

ial.,  i2021).  iDi  isisi  ilain,  iWiwi  iYuhaeni,  idalam  ijurnal  iyang iberjudul  iImplementasi  iPolitik  iHukum 

iKaitannya  idengan  iFungsi  iPemerintah  iDalam  iPenetapan  iUpah  iPekerja  idalam  iPerspektif  iAsas 

iKeadilan  idan  iAsas iKepastian iHukum, imengungkapkan  ibahwa  iupah iseharusnya  imenjadi  ihak  ipekerja 

iyang idapat  imendukung ipemenuhan  ikebutuhan ihidup  imereka  idan  ikeluarga,  imenciptakan  

ikeseimbangan  idalam  imemenuhi  ihak-hak isosial  iyang iadil  i(Yuhaeni,  i2020). 
Edwin iB. iFlippo imengemukakan  ibahwa  iupah imerupakan ikompensasi  idalam ibentuk inilai 

iekonomi  iyang idiberikan  isebagai  iimbalan  iatas  ijasa  iyang itelah  idisediakan  ioleh  iindividu  iatau  ipihak  ilain 

idemi  ikepentingan  iseseorang imaupun  isuatu  ientitas  ihukum.  iUpah,  idalam  ipengertian  iini,  imencerminkan  

ipenghargaan  iterhadap  ikontribusi  itenaga  ikerja  iyang iditerima  ioleh  ipemberi  ikerja,  ibaik  idalam  ikapasitas  

iperseorangan imaupun ikelembagaan. 
 i 

2.3.2.  iFungsi  iUpah 
Sumarsono imengemukakan  ibahwa isistem  ipengupahan  idi  iIndonesia ipada  idasarnya  iberlandaskan 

ipada itiga ifungsi  iutama  iyang imendasari  ipenetapan  ibesaran iupah,  iantara ilain: i(Dwirainaningsih  

i2017) 

a.  iUntuk imemastikan itercapainya  istandar  ikehidupan iyang ilayak ibagi  itenaga ikerja ibeserta ianggota 

ikeluarganya,  idiperlukan  iupaya  iyang isistematik idan iberkelanjutan  idalam ipenyediaan ifasilitas  idan 

ihak-hak  idasar  iyang imendukung ikesejahteraan  imereka. 

b.  iSebagai  ikompensasi  iterhadap  ikontribusi  iatau  iupaya  iyang idiberikan ioleh  iindividu  itersebut  idalam 

imenyelesaikan  isuatu  itugas iatau itanggung ijawab. 

c.  iSebagai  isuatu  iupaya  iinsentif  iyang idirancang iuntuk  imemacu  ipeningkatan  ikinerja  idan  iefisiensi 

idalam iproduktivitas  itenaga ikerja. 
Sedangkan iImam  iSoepomo idalam  iRidwan iHalim,  ifungsi  ipemberian  iupah ikepada  ipara ipekerja iantara 

ilain:(Trimaya  i2014) 

a.  iPerwujudan ikeadilan isosial  idapat  idipandang isebagai  iupaya  iuntuk  imengoptimalkan 

ipenghormatan  iterhadap  imartabat  imanusia idalam iseluruh  idimensi  ikehidupan 

b.  iPemenuhan ikebutuhan idasar  iyang iesensial  ibagi  ipekerja ipada isuatu itingkat  iyang imemungkinkan 

itercapainya  ikualitas  ihidup  iyang ilayak  iberdasarkan  ihasil  idari  ipekerjaan iyang idilaksanakan 

c.  iFaktor iyang imendorong ipeningkatan idisiplin  idan  iproduktivitas  idalam ikonteks  ipekerjaan. 



Menurut  iMochtar  iHalim,  ifungdi  idari  iupah  idilihat  idari  iberbagai  isudut  ipandang,  iantara  ilain  i: 

i(Trimaya  i2014) 

a.  iDari  iperspektif  itenaga  ikerja,  ikompensasi  iberperan isebagai  ipemenuhan  iterhadap  ikebutuhan  ihidup 

iyang iwajar ibagi  iindividu  ibeserta  itanggungannya. i 

b.  iDari  iperspektif  imanajerial,  ikompensasi  iberperan  isebagai  ielemen  ikrusial  iyang imendorong 

ikelancaran  iaktivitas  iproduksi,  isekaligus  imenjadi  isalah  isatu ikomponen  iutama  idalam istruktur  ibiaya  

ioperasional  isuatu  ientitas  ibisnis. i 

c.  iDari  iperspektif  iotoritas  inegara,  itingkat  iupah idianggap isebagai  iindikator  ikesejahteraan  isosial 

imasyarakat.  iOleh ikarena iitu,  ipenetapan ikebijakan iupah iseharusnya  idirancang isedemikian  irupa 

isehingga  imampu  imenghasilkan  ikondisi  iperekonomian  iyang istabil,  iseimbang,  idan  imendukung 

ikeberlanjutan  ihubungan iindustrial  iyang iharmonis  iserta  idinamis. 
 i 

2.3.3.  iMacam-Macam iUpah 
Macam-macam  iupah  imenurut  iZaeni  iAsyhadie ididasarkan  ipada  ieferensi  ihukum  iketenagakerjaan, 

imenurutnya  iupah iterbagi  imenjadi  i4 i(empat)  imacam,  iantara ilain: i(Bahri  i2020) 

a.  iUpah iNominal 

Upah inominal  idapat  ididefinisikan  isebagai  iupah  iyang idiberikan  isecara  ilangsung ikepada 

ipekerja iatau itenaga ikerja  isebagai  iimbalan iatas  ipelaksanaan itugas  iatau  ilayanan iyang itelah 

idiselesaikan.  iKompensasi  iini  ibiasanya  idisalurkan idalam ibentuk ipembayaran itunai,  iyang idiatur  idan 

idijamin  imelalui  ikesepakatan  iformal  iseperti  ikontrak  ikerja  iatau  iperjanjian  ikolektif.  iPemberian  iupah 

iini itidak  ihanya  imerefleksikan  inilai  ikerja iyang idisumbangkan,  itetapi  ijuga  imerupakan ibentuk 

ipenghargaan  iyang iselaras  idengan iregulasi  idan iketentuan  ihukum iketenagakerjaan  iyang iberlaku. 

b.  iUpah  iNyata 

Upah inyata  imerujuk  ipada ijumlah  iuang iyang isecara  ikonkret  iditerima  ioleh ipekerja  iatau  iburuh 

iyang imemenuhi  isyarat,  isebagai  iimbalan iatas itenaga iyang itelah  idiberikan.  iPenetapan  iupah inayata 

idipengaruhi  ioleh  idua  ikomponen  iutama,  iyakni  ijumlah inominal  iyang iditerima  iindividu idan  itingkat  

ikebutuhan  iesensial  iyang iharus  idipenuhi  iguna imempertahankan  istandar  ihidup  iyang imemadai.  

iDalam  ikonteks  iini,  iupah  inyata  itidak  isekadar  imerepresentasikan  inilai  ifinansial  iyang iditerima  ioleh  

iseseorang,  imelainkan  ijuga imencakup  ikalkulasi  iatas  ikebutuhan  idasar  iyang idiperlukan  iuntuk 

imenunjang ikehidupan isehari-hari  isecara iberkelanjutan. 

c.  iUpah iHidup 

Upah ihidup  imerupakan  ikonsep  iyang imerujuk ipada  iupah  iyang iditerima  ioleh  itenaga  ikerja  iyang 

imemadai,  iuntuk imemenuhi  ikebutuhan ihidup  isecara ikeseluruhan. iKonsep iini itidak ihanya  iterbatas 

ipada  ipemenuhan  ikebutuhan  iprimer iseperti  ipangan,  isandang,  idan  ipapan,  itetapi  ijuga  imencakup 

ikebutuhan  isekunder  idan itersier  iyang ibersifat  isosial  imaupun  ikeluarga.  iDi  iantaranya  iadalah  iakses 

iterhadap ipendidikan iyang iberkualitas,  iperlindungan  iasuransi,  ifasilitas  irekreasi,  iserta ielemen  ilain 

iyang iberkontribusi  ipada ipeningkatan  itaraf  ihidup  iyang ibermartabat  idan  iberkelanjutan. 

d.  iUpah  iMinimum 



Upah iminimum imerujuk ipada istandar  iremunerasi  ipaling irendah  iyang idigunakan  isebagai  

ipatokan  ioleh  ipihak ipengusaha idalam imenetapkan ikompensasi  ibagi  itenaga  ikerja idi isuatu  ientitas  

iusaha.  iPenetapan  iupah iminimum isecara  iumum iditentukan ioleh  iotoritas  ipemerintah imelalui  

ikebijakan  iregulasi  iyang idirumuskan  iberdasarkan  iberbagai  iparameter  iekonomi  idan  isosial.  iProses 

ipenyesuaian  ibesaran  iupah  iminimum  iini  ikerap  ikali  idilakukan  isecara  iberkala,  ibiasanya  isetiap itahun,  

iuntuk  imengakomodasi  idinamika ikondisi  iperekonomian iserta  ievolusi  ikebutuhan ihidup iyang iterus 

iberkembang idi imasyarakat. 

Imam  iSoepomo imembagi  iupah imenjadi  i2  i(dua) imacam iyang imana ipembagian iini  ididasarkan ipada  isegi 

inilai  idan ibentuk.  iAdapun  i2  i(dua) imacam iupah  imenurutnya,  iantara  ilain: i(Flambonita  i2023) 

a.  iUpah inominal 

Upah inominal  imerupakan isejumlah  iimbalan  iyang idiberikan  ioleh  ipengusaha  ikepada  ipekerja  iyang 

iberupa iuang. 

b.  iUpah  iriil 

Upah iriil  imerupakan  iupah iyang idiberikan  ioleh ipengusaha  ikepada  ipekerja  iberdasarkan  

ipertimbangan iberapa  ibanyak  ibarang iyang idapat  idibeli  idengan  ijumlah iuang iyang idiberikan  isebagai  

iimbalan. 
Sedangkan imenurut  iAdytus  iEdisu  iupah imemiliki  iberbagai  imacam  ibentuk,  iantara ilain  iyakni: 

i(Edisu  i2008) 

a.  iUpah iharian 

Upah iharian  imerujuk  ipada  ikompensasi  iyang idiberikan  ioleh ipemberi  ikerja  ikepada  iindividu 

iyang imelaksanakan  itugas  iatau  ipekerjaan  imereka,  idengan  iperhitungan  iyang ididasarkan  ipada  idurasi  

ihari  ikerja  iatau  itingkat  ikehadiran.  iSistem  ipembayaran  iini  ikhusus  iditerapkan  ipada  ipekerja  iyang  

iterikat  idalam iperjanjian  ikerja  idengan  istatus  ipekerja iharian ilepas,  iyang imana  ihubungan  ikerja iini  

imengharuskan  ipenghitungannya  idilakukan  isecara  iharian. 

b.  iUpah  iborongan 

Upah iborongan  imerujuk  ipada ikompensasi  iyang idiberikan  ioleh ipihak ipengusaha ikepada 

ipekerja  iatau  iburuh iatas  ipenyelesaian  itugas  iatau  ipekerjaan  iyang idiselesaikan  idengan  isistem 

iborongan,  iyang imana  ipembayaran  idilakukan iberdasarkan  ivolume iatau  isatuan  ihasil  ipekerjaan  iyang  

itercapai.  iSistem iupah  iini  iditerapkan ikhusus ikepada ipekerja iyang iterikat  idalam iperjanjian ikerja 

idengan  istatus ikontrak. 

c.  iUpah itetap 

Upah itetap imerujuk ipada  ikompensasi  iyang idiberikan  isecara  ikonsisten ioleh  ipemberi  ikerja 

ikepada  itenaga  ikerja  iyang imenjalankan  itugas  isecara  iberkelanjutan.  iKompensasi  iini  ihanya  idiberikan  

ikepada  iindividu  iyang iterikat  idalam  iperjanjian  ikerja idengan  istatus  ihubungan  ikerja  iwaktu  itidak 

itertentu,  iyang imenetapkan imereka  isebagai  ipekerja  itetap. 

d.  iUpah  itidak itetap 

Upah  itidak  imerupakan  iremunerasi  iyang idiberikan  ioleh  ipemberi  ikerja  ikepada  itenaga  ikerja,  

idengan  ibesaran iyang ibersifat  ifluktuatif  isesuai  idengan ikuantitas  ipekerjaan iyang iberhasil  



idiselesaikan.  iVariabilitas  idalam inilai  ikompensasi  iini itimbul  iakibat  idinamika  ivolume ipekerjaan 

iyang icenderung itidak  istabil.  iDengan idemikian,  itingkat  iimbalan iyang iditerima  ioleh  itenaga ikerja 

ibersifat  ielastis idan imenyesuaikan idengan  iintensitas  iaktivitas  iyang idilaksanakan. 
 i 

2.4.  iUpah iMinimum 
2.4.1.  iPengertian iUpah iMinimum 

Pasal  i1  iangka  i1  iPeraturan iMenteri  iKetenagakerjaan  iNo.  i18  iTahun i2022 itentang iPenetapan  iUpah 

iMinimum iTahun i2023,  imenyatakan ibahwa  i“upah iminimum iadalah  iupah ibulanan  iterendah  iyang  

iditetapkan  ioleh  iGubernur  isebagai  ijaring ipengaman”.Pasal  i23  iayat  i(1)  iPP  iNo.  i51  iTahun  i2023  itentang 

iPerubahan iAtas  iPP iNo.  i36  iTahun i2021  iTentang iPengupahan,  iyakni  i“Upah  iminimum  imerupakan iupah 

ibulanan  iterendah,  iyakni  iberupa: 

a.  iUpah itanpa  itunjangan;  iatau  i 

b.  iUpah  ipokok  idan itunjangan  itetap”. 

Dalam ikajian iyang idipublikasikan  ioleh iArya  iDharma idalam ijurnal  iberjudul  i"Implementasi  

iHukum  iTerhadap  iUpah  iPekerja  idi  iBawah  iUMR",  ikonsep  iupah  iminimum  ididefinisikan  isebagai  ibatas 

iterendah ipembayaran  ibulanan  iyang imeliputi  iupah  ipokok  iserta itunjangan itetap.  iPenetapan  iini  idilakukan 

ioleh iGubernur  isebagai  ibagian idari  ikebijakan  iperlindungan  iekonomi  iuntuk imenjamin  ikesejahteraan  

ipekerja i(Arya  iDharma  iet  ial.,  i2023).  iSecara  iserupa,  iAdytus  iEdisu  i(2008)  imenjelaskan  ibahwa iupah 

iminimum  imerupakan itingkat  ipenghasilan ibulanan  iterendah  iyang idiperoleh ioleh  iburuh  iatau  ipekerja,  

iterdiri  iatas  ikomponen  iupah  ipokok  ibeserta  itunjangan-tunjangan  iterkait.  iDi  isisi  ilain,  iZaeni  iAsyhadie,  

isebagaimana  idirujuk  ioleh  iBahri  i(2020),  imendefinisikan  iupah  iminimum  isebagai  ibatas  ipengupahan 

iterendah iyang iwajib  idijadikan  iacuan  ioleh  ipemberi  ikerja  idalam  imenentukan ibesaran iupah  iaktual  ibagi 

itenaga  ikerja  idi  ilingkup  iperusahaan.  iPenjabaran  iini  imenekankan  ifungsi  iregulasi  iupah  iminimum  isebagai  

iinstrumen  iutama  idalam  imencegah  ieksploitasi  iekonomi  iterhadap itenaga  ikerja. i 
 i 

2.4.2.  iMacam iUpah iMinimum 
Pasal  i88C iUU iNo.  i6 iTahun i2023  itentang iPenetapan iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2 iTahun i2022 iTentang 

iCipta  iKerja  iMenjadi  iUU,  iupah  iminimum  iterdiri  idari: 

a.  iUpah iminimum iyang iditetapkan  isesuai  idengan iwilayah  iprovinsi 

b.  iPenetapan  iupah iminimum iyang idisesuaikan idengan imasing-masing ikabupaten iatau ikota 

Dalam iPP iNo.  i51 iTahun i2023 itentang iPerubahan  iAtas  iPP iNo.  i36  iTahun i2021 iTentang iPengupahan,  

itepatnya  ipada iPasal  i25  iayat  i(1) imenyatakan ibahwa  i“Upah  iminimum  iterdiri  iatas: 

a.  iUpah iminimum iyang iditetapkan  idi  itingkat  iprovinsi; iserta 

b.  iUpah iminimum iyang iditetapkan iuntuk  isuatu ikabupaten iatau ikota iberdasarkan 

iketentuan-ketentuan itertentu  iyang iberlaku. 
Penjelasan ilebih  ilanjut  idi  iungkapkan  ioleh iArya  iDharma  idalam ijurnalnya  iyang iberjudul 

i‘Implementasi  iHukum iTerhadap iUpah iPekerja iDibawah  iUMR’,  idimana  iia imengungkapkan  ibahwa: 

i(Arya  iDharma  iand  iothers  i2023) 



a.  iUpah  iMinimum  iProvinsi  i(UMP) imerujuk  ipada itingkat  iupah iterendah  iyang iditetapkan  ioleh 

ipemerintah iuntuk iditerapkan isecara iseragam idi iseluruh  iwilayah  ikabupaten  iatau  ikota  idalam isuatu 

iprovinsi  itertentu 

b.  iUpah  iMinimum  iKabupaten/Kota,  iyang isering idisingkat  isebagai  iUMK,  imerujuk  ipada  istandar 

iupah  iterendah  iyang idiberlakukan isecara ikhusus  idi  itingkat  iadministratif  ikabupaten  iatau  ikota 

itertentu 
 i 

2.4.3.  iTujuan iPenetapan iUpah iMinimum 
Menurut  iSimanjuntak  itujuan  ipenetapan  iupah  iminimun  iterhadap  ipara  ipemerja,  iantara  ilain  i: 

i(Sutama  iand  iothers i2019) 

a.  iUntuk imengatasi  iatau imeminimalisasi  iterjadinya  ikompetisi  iyang itidak iadil  iantar iindividu idalam 

idunia  ikerja,  iterutama  idalam  ikonteks  ipasar  itenaga  ikerja  iyang ijenuh,  iyang ipada  igilirannya  

imendorong ipekerja  iuntuk  imenerima  ikompensasi  iyang iberada  idi ibawah  istandar  ikelayakan iyang  

isemestinya. 

b.  iAgar  idapat  imengurangi  iatau imenghindari  ipotensi  ieksploitasi  iterhadap  itenaga  ikerja  ioleh  ipihak  

ipengusaha  iyang imemanfaatkan iketidakseimbangan  idalam  ipasar  itenaga ikerja idemi  imemperbesar  

iakumulasi  ikeuntungan,  iperlu iditerapkan imekanisme  ipengawasan  idan iregulasi  iyang ilebih  iketat. 

c.  iUntuk imembangun isuatu ihubungan  iindustrial  iyang ilebih  iaman  idan  iharmonis,  idiperlukan  iupaya  

ikolaboratif  iantara ipihak-pihak  iterkait,  iyang ibertujuan  imenciptakan isuasana  ikerja  iyang ikondusif  

idan  isaling imenguntungkan. 

d.  iUntuk  imenurunkan iprevalensi  ikemiskinan idi ikalangan ipekerja,  ikhususnya  iketika  iupah 

iminimum  idipertimbangkan  idalam ikonteks ipemenuhan  ikebutuhan  idasar  ibagi  iindividu itersebut  iserta 

itanggung ijawab  ikeluarga  iyang idipikulnya,  ilangkah-langkah iyang ilebih iterintegrasi  iperlu  

idipertimbangkan. 

e.  iUntuk imeningkatkan  idaya  ibeli  imasyarakat  idan iberperan ipenting idalam  imendorong iakselerasi  

ipertumbuhan  iekonomi  isecara  ikeseluruhan.  iHal iini  idisebabkan  ioleh  ikemampuan  imasyarakat  iyang  

isemakin ibesar  idalam imelakukan ikonsumsi,  iyang ipada igilirannya  imemperluas  ipermintaan iterhadap  

ibarang idan  ijasa.  iSebagai  ikonsekuensinya,  iaktivitas  iproduksi  idan  idistribusi  ipun  imengalami  

iekspansi,  iyang iturut  imemacu  ipertumbuhan  isektor-sektor  iekonomi  ilainnya. 
 i 

2.4.4.  iFaktor iYang iMempengaruhi  iPenetapan iUpah iMinimum 
Berdasarkan  iPasal  i88C iayat i(4) iUU iNo.  i6 iTahun i2023 itentang iPenetapan iPP iPengganti  iUU iNo.  i2 

iTahun i2022  iTentang iCipta  iKerja  iMenjadi  iUU,  ipenetapan  iupah iminimum  idipengaruhi  ioleh  ifaktor: 

a.  iEkonomi 

b.  iKetenagakerjaan 



Menurut  iBersales,  ipenetapan iupah  iminimum  idipengaruhi  ioleh ibeberapa  ifaktor,  iantara  ilain: 

i(Sutama  iand  iothers i2019) 

a.  iIndeks  iHarga  iKonsumen 

Indeks  iHarga  iKonsumen  i(IHK)  ididefinisikan isebagai  iparameter  iyang imerepresentasikan  itotalitas  

ibiaya  iyang idikeluarkan iuntuk  imemperoleh iberbagai  ibarang idan ijasa  iyang idikonsumsi  ioleh 

iperseorangan iatau  irumah itangga.  iIHK  imenjadi  iindikator  iutama  idalam imengukur  iperubahan  iharga 

idari  iwaktu  ike iwaktu,  iyang imencerminkan  ipola  ipengeluaran  ikonsumen  isecara  ikomprehensif.  iIndek  

iharga  ikonsumen  iini idigunakan idengan itujuan iuntuk imengukur  iperubahan-perubahan  ipada ibiaya  

ihidup idan iberapa ibanyak  ipenghasilan  iyang iharus idinaikkan iagar imemelihara  ikualitas  ihidup iyang 

itetap. 

b.  iTingkat  iPartisipasi  iAngkatan iKerja 

Tingkat  ipartisipasi  iangkatan  ikerja imerupakan isebuah iparameter  iyang iumum  idigunakan idalam 

ianalisis  iuntuk imengukur  isejauh  imana ianggota  ipopulasi  iusia ikerja iterlibat  idalam iaktivitas  iekonomi.  

iIndikator  iini imenggambarkan  iproporsi  iindividu  iyang iaktif ibekerja  iatau isecara iaktif imencari  

ipekerjaan,  iterhadap itotal  ipopulasi  iyang imemenuhi  isyarat  iusia ikerja.  iSebagai  ivariabel  ipenting 

idalam ikajian  iekonomi  idan  ipasar itenaga ikerja,  itingkat  ipartisipasi  iangkatan  ikerja imemberikan  

igambaran  imengenai  idinamika  isosial-ekonomi  iserta ifaktor-faktor  iyang imempengaruhi  ikeputusan 

iindividu  iuntuk  iberpartisipasi  idalam  ikegiatan  iproduktif. 

c.  iPendapatan  iper iKapita 

Penentuan itingkat  iupah  iminimum isangat  idipengaruhi  ioleh  ivariabel  ipendapatan  iper ikapita,  iyang  

imencerminkan ikapasitas  iekonomi  isuatu  inegara  iatau  iwilayah  idalam  imemberikan ikompensasi  iyang 

ilayak  ikepada  itenaga  ikerja.  iPendapatan iper  ikapita iini  iberperan isebagai  iindikator  iutama idalam 

imenilai  ipotensi  idaya  ibeli  imasyarakat,  iserta  imenjadi  iacuan idalam imerumuskan ikebijakan  iupah iagar 

isesuai  idengan ikondisi  iperekonomian isecara ikeseluruhan.  iDalam ikehidupan  ibermasyarakat  idimana 

iseseorang iakan  idipandang imengalami  ipeningkatan  ikemakmuran  idan  ikesejahteraan  ihidup  iapabila 

ipendapatan iperkapita  iterus imengalami  ipeningkatan. 

d.  iProduk  iDomestik iRegional  iBruto 

Produk  iDomestik  iRegional  iBruto i(PDRB)  imerujuk  ipada itotal  inilai  ipasar  idari  iseluruh ibarang idan 

ijasa  iyang idiproduksi  idi  isuatu  iwilayah  idalam  iperiode  itertentu.  iPDRB  iberfungsi  isebagai  iindikator  

iyang irelevan  iuntuk  imengukur  itingkat  ikesejahteraan  iekonomi  isuatu  idaerah,  idengan 

imempertimbangkan  ifaktor-faktor  iproduksi  iyang iterjadi  idalam iwilayah  itersebut.  iSebagai  isalah isatu 

iinstrumen  iutama,  iPDRB imemberikan igambaran  ikomprehensif  imengenai  ikapasitas  iekonomi  ilokal  

iyang idapat  imemengaruhi  ikebijakan  iupah,  idi  imana  istandar  ipengupahan  iyang ilayak  idapat 

idisesuaikan idengan  itingkat  iproduksi  idan  ipendapatan  iyang itercipta  idi imasing-masing iwilayah. 
 i 
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3.1.  iBentuk iPerlindungan iHukum iYang iDiberikan iPemerintah iTerhadap iPekerja iYang iMendapatkan 

iUpah iDibawah iUMR iMenurut  iUU iNo.  i6 iTahun i2023 itentang iPenetapan iPP iPengganti  iUU iNo.  i2 iTahun 

i2022 iTentang iCipta iKerja iMenjadi  iUU 
3.1.1.  iHak iPekerja iMendapatkan iUpah iMinimum 

UUD  iNegara  iRepublik iIndonesia iTahun  i1945,  itepatnya  ipada iPasal  i27  iayat  i(2),  iSecara ieksplisit, 

idiatur  ibahwa  isetiap  iindividu  iyang imerupakan  iwarga  inegara  imemiliki  ihak  iuntuk imemperoleh  ipekerjaan 

iserta ikehidupan iyang ibermartabat,  iyang isejalan  idengan iprinsip-prinsip ikemanusiaan idan inilai-nilai  

ikehormatan ipribadi.  iHal  iini  imenegaskan  ikewajiban inegara  iuntuk  imemastikan ibahwa isetiap iorang 

imendapatkan  iakses  iterhadap  ikondisi  ikerja iyang iadil idan  ikehidupan  iyang imemenuhi  istandar  

ikemanusiaan  iyang ilayak.  iDi  isamping iitu,  iPasal  i5  idalam  iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023  iyang imerupakan ihasil  

ipenetapan  iPP iPengganti  iUU iNo.  i2 iTahun  i2022 itentang iCipta  iKerja,  imenyatakan ibahwa  isetiap itenaga 

ikerja iberhak  iatas  iperlakuan iyang iadil  idan  isetara,  itanpa  iterhalang ioleh idiskriminasi  idalam iakses 

iterhadap  ikesempatan  ikerja.  iPrinsip  iini  itercermin  idalam  iketentuan  ihukum  iyang imengatur  ibahwa  inegara 

ibertanggung ijawab iuntuk imelindungi  ihak-hak  idasar  isetiap  iwarga  inegara  iuntuk  imendapatkan  ipekerjaan 

iyang isesuai  idengan  ikompetensi  idan  iminatnya.  iPerlindungan iini  imencakup  ipenolakan  iterhadap  isegala 

ibentuk idiskriminasi  iyang ididasarkan  ipada ijenis  ikelamin,  iras,  ietnis,  iagama,  iatau iorientasi  ipolitik.  iSelain 

iitu,  iketentuan iini ijuga imenjamin ibahwa  ipenyandang idisabilitas  imemperoleh  iperlakuan  iyang isama  idi 

idunia  ikerja,  imendukung iterciptanya  ilingkungan  ikerja iyang iinklusif  idan  iberkeadilan. i 
Setiap iorang iberusaha  imemperoleh ipekerjaan  isebagai  iupaya  iuntuk  imencapai  ikehidupan iyang 

ilayak  idan isejahtera i(Wulandari  i& iWardana,  i2022).  iAspek  ipenting idalam ikesejahteraan  isosial  

imencakup ipenghidupan iyang imemadai,  iupah  ikerja iyang iwajar,  iserta ijaminan ikesehatan  idan ipekerjaan.  

iKesejahteraan  iseorang ipekerja  itercermin idari  ibesaran  ipenghasilan  iyang iditerima  idari  itempat  ikerja 

imereka,  iyang iberfungsi  iuntuk  imemenuhi  ikebutuhan  ihidupnya.  iPenghasilan  iyang imemadai  idiartikan 

isebagai  ijumlah  ipendapatan  iyang icukup  iuntuk  imemenuhi  ikebutuhan  idasar  ipekerja  ibeserta  ikeluarganya  

i(Santoso iet  ial.,  i2021).  iOleh ikarena iitu,  idapat  idisimpulkan ibahwa  ikesejahteraan  iindividu itidak idapat 

idipisahkan idari  iaspek imateri,  imengingat  iharta  imemiliki  iperan  ipenting idalam  imencukupi ikebutuhan 

idasar  imanusia,  iseperti  isandang,  ipangan,  idan  ipapan.  iDengan idemikian,  isetiap iindividu idiwajibkan 

iuntuk  imemiliki  ipekerjaan,  ikarena  imelalui  ipekerjaan  itersebut,  imereka  iakan  imemperoleh  iimbalan 

iberupa iupah,  iyang imerupakan ibentuk ipenghargaan  iatas  ikontribusi  iyang idiberikan ikepada  iperusahaan. 
Secara  ifundamental,  isetiap  ipekerja  iberhak  imenerima  ihak-haknya  itanpa  iada  ipengecualian,  isesuai 

idengan iketentuan iyang idiatur  idalam iregulasi  iyang iberlaku.  iSebaliknya,  ipengusaha iatau iperusahaan 

imemiliki  ikewajiban iuntuk  imemenuhi  ihak-hak itersebut,  iyang imencakup  ipenyediaan  iupah iyang ilayak 

i(Simanjuntak iet  ial.,  i2017).  iHal  iini imenjadi  ikrusial  ikarena  iupah imemainkan  iperanan ivital  idalam 

imenunjang ikesejahteraan  iserta ikualitas ihidup  iyang ilayak  ibagi  isetiap ipekerja.  iOleh ikarena iitu,  

ikewajiban  iuntuk  imemberikan  iupah imerupakan isuatu  ikeharusan  iyang itermaktub  idalam  iPasal  i28D  iayat 

i(2)  iUUD  iNegara  iRepublik  iIndonesia  iTahun  i1945,  iyang imenyatakan  ibahwa  i“Setiap  iorang iberhak  iuntuk 

ibekerja iserta  imemperoleh  iimbalan  idan  iperlakuan iyang iadil  iserta ilayak  idalam  ihubungan  ikerja.” 

iKetentuan  itersebut  idiperkuat  ioleh  iPasal  i88  iayat  i(1)  iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023  itentang iPenetapan  iPP 

iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  itentang iCipta  iKerja  imenjadi  iUU,  iyang imenegaskan  ibahwa  i“Setiap 

ipekerja iatau iburuh iberhak imemperoleh ipenghasilan iyang imemadai  iuntuk ikehidupan iyang ilayak 

imenurut  imartabat  ikemanusiaan.”  iUpah  iyang iditerima  ioleh  ipekerja  idiatur  isecara  itegas  idalam iberbagai  

iperaturan iperundang-undangan,  idi  iantaranya  iUU  iNo.  i6  iTahun i2023  idan  iPP  iNo.  i51 iTahun  i2023,  iyang 

imengubah iPP iNo.  i36  iTahun  i2021  imengenai  iPengupahan,  isebagai  ilandasan ihukum  iyang imemperkuat  

ihak  ipekerja idalam  imendapatkan  iupah  iyang isesuai  idengan  ikebutuhan  ihidup  iyang ilayak. 



Pasal  i1 iangka  i30  idalam  iUndang-Undang iNomor  i6  iTahun  i2023,  iyang imenetapkan  iPP  iPengganti 

iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  itentang iCipta  iKerja  imenjadi  iundang-undang,  imerumuskan  iupah  isebagai  ihak 

ipekerja iatau iburuh iyang iditerima  idalam  ibentuk imoneter  isebagai  ibentuk  ikompensasi  idari  ipengusaha 

iatau ipemberi  ikerja.  iKompensasi  itersebut  idiberikan  iberdasarkan  ikesepakatan  idalam  iperjanjian  ikerja,  

iperjanjian ibersama,  iatau iregulasi  iyang itercantum idalam iperaturan iperundang-undangan.  iDefinisi  iupah 

iini ijuga imeliputi  itunjangan iyang idiberikan ikepada ipekerja iatau iburuh  ibeserta  ikeluarganya,  iyang isecara 

ilangsung iberhubungan  idengan  ipelaksanaan  ipekerjaan  iatau  ijasa  iyang itelah  iatau  iakan  idiselesaikan.  iOleh 

ikarena iitu,  iberdasarkan ipengertian  itersebut,  iupah imerupakan iimplikasi  idari  ikeberadaan ihubungan 

ikerja iyang isah  iantara ipekerja  idan  ipengusaha.  iHak iatas iupah iini isecara iotomatis  imuncul  isejak  ihubungan 

ikerja idimulai  idan iakan  iberakhir  ibersamaan idengan  iberakhirnya  ihubungan ikerja itersebut.  iHubungan 

ikerja,  idengan idemikian,  imenjadi  ielemen iesensial  iyang imenentukan ieksistensi  ihak iatas iupah,  

isebagaimana  idijelaskan  ioleh  iSartono idan  itim  idalam  ikajian  iyang idipublikasikan ipada  itahun i2023. 

Upah imerupakan isuatu  ihal  iyang iwajib  idipenuhi  ioleh ipemberi  ikerja isebagai  ibentuk ikompensasi  

iatas  ipartisipasi  iaktif  ipekerja  iatau iburuh idalam imenyelesaikan itanggung ijawab  iyang idiamanatkan.  

iDalam  ikerangka  iini,  iupah  itidak  isemata-mata  iberperan  isebagai  ibentuk  iapresiasi  iterhadap  ipekerjaan 

iyang itelah  idilaksanakan,  imelainkan  ijuga  isebagai  imekanisme  istrategis  iuntuk  imendukung ipeningkatan 

itaraf ihidup  idan  ikesejahteraan  ipekerja  isecara  imenyeluruh. iKonsep  iini  idiakui  idalam  ikajian iyang 

idilakukan  ioleh  iArya  iDharma  idan  irekan-rekannya  i(2023),  iyang imenekankan ibahwa  iupah imemiliki  

iperan  iesensial  idalam  ipemenuhan  ikebutuhan  idasar  ipekerja  idan  isebagai  ipendorong ikesejahteraan  isosial  

iekonomi  isecara ikeseluruhan. iOleh  ikarena  iitu idapat idisimpulkan  ibahwa  ipemberian  iupah ikepada  ipara 

ipekerja  iini  ididasarkan  ipada ifungsi  iupah iitu  isendiri  ibagi  ipara ipekerjanya.  iAdapun  ifungsi  idari  iupah  iitu 

isendiri  iialah: i(Sarawasundhari  iand  iothers i2023) 

a.  iMemastikan ibahwa  ipekerja idan ikeluarganya  imemiliki  ikehidupan  iyang ilayak. 

b.  iMencerminkan  iperlakuan  iyang iadil  iterhadap  ipekerja  idan  ikeluarga.  i 

c.  iTerdapat  iberbagai  iinsentif  iyang idapat  idigunakan  iuntuk imendorong ipeningkatan iproduktivitas 

ikerja. 
Upah iyang idiberikan ikepada  itenaga  ikerja imemiliki  ifungsi  iesensial  idalam  imenunjang ipemenuhan 

ikebutuhan  iprimer  imereka,  iyang imeliputi  iaspek  inutrisi,  iakomodasi,  iserta  isandang.  iKewajiban 

ipemberian iupah  iyang iadil  imencerminkan  iprinsip  ikesetaraan,  idi  imana isetiap  iindividu iyang imelakukan 

ipekerjaan  idengan inilai  iyang isetara iberhak  imenerima  ikompensasi  iyang isetimpal  i(Arya  iDharma  idan 

irekan-rekan,  i2023).  iDasar  ihukum  iterkait  ipemberian iupah  iini  idiatur  idalam  iPasal  i88 iayat  i(3)  idari  iUU  iNo.  

i6  iTahun  i2023,  iyang imengatur  imengenai  iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  itentang iCipta 

iKerja,  iyang ikemudian idisahkan  imenjadi  iUU.  iRegulasi  iini  imenegaskan  ipentingnya  iperlindungan  

iterhadap ihak-hak  ipekerja  idalam  isistem  iketenagakerjaan  idi  iIndonesia,  imemastikan ibahwa istandar  iupah 

iyang idiberikan  imemenuhi  ikebutuhan ihidup ilayak  ibagi  isetiap  ipekerja imeliputi: i 

a.  iUpah iminimum 

b.  iStruktur  idan  iskala iupah 

c.  iUpah ikerja  ilembur 



d.  iUpah  itidak imasuk  ikerja iatau itidak 

e.  iMelakukan  ipekerjaan ikarena  ialasan  itertentu 

f.  iBentuk idan icara ipembayaran iupah 

g.  iHal-hal  iyang idapat  idiperhitungkan  idengan iupah 

h.  iUpah  isebagai  idasar  iperhitungan  iatau  ipembayaran  ihak  idan  ikewajiban  ilainnya 

Kewajiban ipemberian iupah  iini iberdasarkan  iPasal  i88B  iUU  iNo.  i6  iTahun i2023 itentang iPenetapan 

iPP iPengganti  iUU iNo.  i2 iTahun i2022  iTentang iCipta iKerja iMenjadi  iUU iharus  iditetapkan idengan 

imendasarkan ipada  isatuan iwaktu  idan  isatuan  ihasil.  iSelain  iitu  ipemerintah  ijuga  imewajibkan  ikepada ipara 

ipengusaha  iuntuk imenetapkan istruktur  idan iskala  iupah  ibagi  ipekerjanya.  iKewajiban  imenetapkan  istuktur  

idan  iskala  iupah  iini  idiatur  idalam  iPasal  i92  iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023  itentang iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  

i2 iTahun i2022 iTentang iCipta iKerja iMenjadi  iUU. iDan idalam imenetapkan  istruktur  idan iskala iupah,  

ipengusaha  iharus  imemperhatikan ikemampuan idan iproduktivitas  iperusahaannya. 
Herdiana  idan iAbdul  iHadi  idalam ijurnalnya  iyang iberjudul  iTinjauan iYuridis  iNormatif  iTentang 

iPenetapan iUpah iMinimum i(Studi  iKomparatif  iPenetapan iUpah  iMinimum iSebelum iDan  iSetelah 

iTerbitnya iPP iNo.  i78  iTahun  i2015 iTentang  iPengupahan), ipenulis  imengemukakan ibahwa ipemberian 

iupah  ikepada ipekerja  idi iIndonesia  ipada  iumumnya  imengacu ipada  itiga  ifungsi  iutama.  iPertama,  iupah 

idimaksudkan iuntuk imenjamin ikesejahteraan  ihidup iyang ilayak ibagi  ipekerja  idan ikeluarganya.  iKedua,  

iupah imemiliki  idimensi  isosial  iyang ipenting,  idan iketiga,  iupah iberperan  isebagai  ikompensasi  iterhadap 

ihasil  ikerja  iindividu.  iSelain  iitu,  ipemberian  iinsentif  imelalui  isistem  ipengupahan  ijuga iberfungsi  iuntuk 

imendorong ipeningkatan iproduktivitas  ikerja iyang ipada igilirannya  idapat  iberkontribusi  ipada 

ipeningkatan  ipendapatan inasional  i(Herdiana  idan  iHadi,  i2020). 

Di  isisi  ilain,  iWildan idalam ijurnalnya  iyang iberjudul  iPerlindungan iHukum  iTenaga iKerja iKontrak 

iDalam  iPerjanjian  iKerja  iWaktu  iTertentu  iBerdasarkan  iUU  iNo.  i13  iTahun  i2003  iTentang 

iKetenagakerjaan  imengemukakan  ibahwa  idalam iprakteknya,  isistem ipengupahan idi iIndonesia  ilebih 

ibanyak  ididasarkan  ipada igaji  ipokok iyang iditentukan  ioleh ifaktor  ikepangkatan iserta  imasa ikerja 

imasing-masing ipekerja  i(Wildan,  i2020).  iPemberian  iupah  iini  imencerminkan  isuatu istruktur  iyang 

imemperhatikan  ihierarki  idan ipengalaman  ikerja iyang itercermin  idalam  idurasi  iwaktu iserta iposisi  

iseseorang idalam  ilingkungan ipekerjaan. 

Berdasarkan  ipandangan iyang idiajukan ioleh iWildan,  idapat  idisimpulkan ibahwa isistem 

ipengupahan  iyang iberlaku  idi  iIndonesia  imengacu  ipada iteori  ihuman  icapital.  iTeori  iini  imenyatakan  ibahwa 

ipemberian iupah iatau igaji  ikepada itenaga  ikerja idisesuaikan idengan  itingkat  ipendidikan iatau  ipelatihan 

iyang itelah idiperoleh  ioleh  iindividu itersebut.  iSelain  igaji  ipokok,  ipekerja  iatau iburuh ijuga  iberhak 

imenerima  iberbagai  ijenis  itunjangan,  iyang imeliputi  itunjangan ijabatan,  itunjangan  ikeluarga,  idan 

itunjangan  ilainnya.  iDalam  ipraktiknya,  ikombinasi  iantara  igaji  ipokok  idan  iberbagai  itunjangan  iini  isering 

ikali  idirujuk  isebagai  igaji  ikotor,  iyang imenggambarkan  itotal  ikompensasi  iyang iditerima ioleh ipekerja 

isebelum ipemotongan  ipajak  iatau  ikontribusi  ilainnya.  iDengan  idemikian,  ipengupahan  idalam  isistem  iini 

itidak ihanya  imencerminkan  iaspek  ifinansial,  itetapi  ijuga imemperhitungkan  ifaktor-faktor  ikualitatif iyang 

iberhubungan idengan ipengembangan isumber  idaya  imanusia. iSedangkan iuntuk igaji  ibersih iyang iakan 

iditerima  ipekerja iatau  iburuh  imerupakan  igaji  ikotor  idikurangi  idengan  iberbagai  ipotongan  ibaik iitu  idana 



ipensiun  iataupun iasuransi  ikesehatan  i(Wildan  i2020).  iDengan  isistim  ipemberian iupah  iyang 

idemikian imaka iakan imenimbulkan ibanyak  ipermasalahan  iantara  iperusahaan  idengan ipekerja,  isalah 

isatunya  iyakni  ipemberian  iupah  idibawah  iupah  iminimum.Sebenarnya  ipemberian  igaji  ikotor  ikepada  ipara 

ipekerja  iatau  iburuh  itanpa iadanya  ipotongan  iuntuk  idana  ipensiun  iataupun  iasuransi  ikesehatan iini  idapat  

imembuat  iperusahaan  itidak imelanggar  iaturan  iyang idibuat  ipemerintah.  iHal  iini  idisebabkan itanpa  iadanya  

ipotongan  iuntuk  idana  ipensiun  iataupun  iasuransi  ikesehatan  itersebutupah  iyang iditerima  ipekerja  iatau 

iburuh  itelah  iberada  idi ibatas  iupah  iminimum  iatau  ibahkan  ibisa  imelebihinya.  iDan  iuntuk  ipemberian  idana 

ipensiun iataupun iasuransi  idapat  idilakukan idengan idimasukkan ikepada itunjanganpara  ipekerja iataupun 

iburuh. 
Dalam  ijurnalnya  iyang iberjudul  iImplementasi  iHukum  iTerhadap  iUpah iPekerja  iDibawah  iUMR, 

iArya  iDarma  imenguraikan  ibahwa  iupah  iminimum  iadalah  ibatas iupah  iterendah iyang iwajib iditerima 

ipekerja  isetiap  ibulan,  imencakup  ielemen  iupah  ipokok  ibeserta  itunjangan  itetap.  iBesaran  iini  iditentukan 

isecara  iresmi  imelalui  ikeputusan  iGubernur.  iPenetapan iupah  iminimum  iberfungsi  isebagai  iinstrumen 

iperlindungan isosial  iyang idirancang iuntuk imenjamin  ikesejahteraan  ipekerja,  idengan  imemastikan 

ipemberian ikompensasi  iyang ilayak  idan isesuai  idengan iparameter  iekonomi  iregional  iyang iberlaku. 

iDalam  ikonteks iini,  iupah  iminimum  itidak  ihanya  isekadar  iangka  inominal,  itetapi  ijuga  isebagai  iinstrumen 

iperlindungan ihukum iyang imemastikan ikesejahteraan  ipekerja.  iBerdasarkan iPasal  i88C  iUU  iNo.  i6 iTahun 

i2023  itentang iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  iTentang iCipta  iKerja  iMenjadi  iUU,  iupah 

iminimum  iterdiri  idari: 

c.  iUpah iminimum iberdasarkan  iwilayah  iprovinsi 

d.  iUpah  iminimum  iberdasarkan  ikabupaten/kota 

Hal iini  ijuga  iditerangkan idalam  iPP  iNo.  i51  iTahun  i2023  itentang iPerubahan  iAtas  iPP  iNo.  i36  iTahun i2O21 

iTentang iPengupahan,  itepatnya  ipada  iPasal  i25  iayat  i(1) imenyatakan ibahwa  i“Upah  iminimum  iterdiri  iatas: 

c.  iUpah iminimum iprovinsi;  idan 

d.  iUpah  iminimum  ikabupaten/kota  idengan  isyarattertentu”. 

Penetapan  iupah  iminimum  iini  ididasarkan  ipada  iberdasarkan  ikondisi  iekonomi  idan  iketenagakerjaan,  ihal  

iini iditerangkan ipada iPasal  i25 iayat i(2) iPP  iNo.  i51 iTahun i2023 itentang iPerubahan iAtas iPP iNo.  i36 iTahun 

i2O21  iTentang iPengupahan. 
Pengertian iupah  iminimum isendiri  idiatur  idalam  iPasal  i23 iayat  i(1)  iPP  iNo.  i51  iTahun i2023 itentang 

iPerubahan iAtas  iPP  iNo.  i36  iTahun i2O21  iTentang iPengupahan,  iyakni  i“Upah  iminimum  imerupakan  iupah 

ibulanan  iterendah,  iyakni  iberupa: 

1.  iUpah  itanpa  itunjangan; iatau  i 

2.  iUpah  ipokok  idan  itunjangan  itetap”. 

 i 

3.1.2.  iPerlindungan iHukum iYang iDiberikan iPemerintah iTerhadap iPekerja iYang iMendapatkan 

iUpah iDibawah iUMR iMenurut  iUU iNo.  i6 iTahun i2023 itentang iPenetapan iPP iPengganti  iUU iNo.  i2 

iTahun i2022 iTentang iCipta iKerja iMenjadi  iUU 



Perlindungan ihukum idapat  ididefinisikan isebagai  imekanisme iyang idirancang ioleh inegara iuntuk 

imenjamin  ipemenuhan  ihak-hak  isetiap  isubjek ihukum,  isekaligus  imelindungi  imereka  idari  iancaman 

iketidakadilan iatau  itindakan  iyang imelanggar  ihukum.  iWildan  i(2020)  imengemukakan  ibahwa 

iperlindungan  ihukum  imencakup  ilangkah-langkah  ipreventif  idan  ikorektif  iyang idiinisiasi  ioleh 

ipemerintah iguna  imemastikan  ikepatuhan  iterhadap  inorma-norma ihukum iyang iberlaku.  iSelanjutnya,  

iPhilipus  iM.  iHadjon i(1987)  imenjelaskan ibahwa  iperlindungan  ihukum  imerupakan  iwujud ikonkret  

ipengakuan  idan  ipenghormatan  iterhadap  imartabat  iserta  ihak  iasasi  imanusia.  iPerlindungan  iini,  iyang 

itertuang idalam iperangkat  iperaturan ihukum,  ibertujuan  iuntuk imencegah iterjadinya  itindakan 

isewenang-wenang iatau  ipelanggaran  iterhadap  ihak  iindividu imaupun  ikolektif  idalam imasyarakat.  iDalam 

ikerangka  iini,  ihukum  iberperan  isebagai  iseperangkat  inorma  iyang imemitigasi  ipotensi  ikonflik  iantar  ipihak,  

imenjamin  ikeseimbangan  iantara  ihak  idan  ikewajiban,  iserta  imemberikan  iperlindungan  iyang iadil  ibagi 

isetiap  iindividu. 

Berdasarkan  idefinisi  itersebut,  ijelas  ibahwa  ipemerintah  imemikul  itanggung ijawab  ibesar  idalam 

imenciptakan  isistem iperlindungan  ihukum  iyang imampu  imenjaga  ikesejahteraan  idan  isesauai  idengan 

ikeadilan  isosial  ibagi  iseluruh  irakyat  iIndonesia,  ikhususnya  ibagi  ipekerja  iyang imenerima  iupah  idi  ibawah 

istandar  iupah iminimum.  iHal  iini isejalan idengan itujuan inegara iRepublik iIndonesia isebagaimana  

itercantum  idalam  ialinea  ikeempat  iPembukaan  iUUD  iNegara  iRepublik  iIndonesia  iTahun  i1945,  iyang  

imenyebutkan ibahwa inegara ibertujuan iuntuk i"melindungi  isegenap ibangsa iIndonesia idan iseluruh 

itumpah  idarah iIndonesia iserta imemajukan  ikesejahteraan  iumum,  imencerdaskan  ikehidupan ibangsa,  idan 

iturut  iserta imenciptakan iketertiban  idunia iyang iberlandaskan ipada ikemerdekaan,  iperdamaian  iabadi,  idan 

ikeadilan  isosial." iPandangan iini ijuga idiperkuat  ioleh iGooding iyang imenyatakan ibahwa iuntuk 

imewujudkan ikesejahteraan  imasyarakat,  iperan iaktif inegara  idalam  imengintervensi  ikebijakan  isosial  idan 

iekonomi  isangatlah ikrusial  i(Purnama i& iAmelia,  i2021).  iTanpa icampur  itangan ipemerintah idalam 

imenjamin  ikesejahteraan,  ikhususnya  ibagi  ipara ipekerja,  ipotensi  iketidakstabilan  isosial  iyang idapat  

imerugikan ibanyak  ipihak  iakan  isemakin ibesar. 

Sebagai  inegara  iyang iberlandaskan  ipada  iprinsip ihukum,  iIndonesia  iberkomitmen  iuntuk 

imemberikan  iperlindungan  ikepada iseluruh iwarganya,  ikhususnya  ibagi  ipara ipekerja iyang imemperoleh 

iupah  idi  ibawah  istandar  iupah  iminimum.  iHal  iini  isebagaimana  itercantum  idalam  iPasal  i3  iUUD  iNegara 

iRepublik  iIndonesia iTahun  i1945,  iyang imenegaskan  ikewajiban  inegara  idalam  imemberikan  ijaminan 

ihukum  ikepada  isetiap  iindividu,  itermasuk  idalam  iaspek  iketenagakerjaan.  iUntuk  imencapai  itujuan 

itersebut,  inegara imenyusun  iberbagai  iperaturan  idan  iUU  iyang ibertujuan  iuntuk  imemberikan 

iperlindungan iyang imemadai. 

Menurut  iImam  iSoepomo,  iterdapat  itiga ijenis  iperlindungan  iyang iseharusnya  iditerima ioleh  ipekerja 

iyang iupahnya  iberada idi ibawah  iupah iminimum.  iPerlindungan  itersebut  imeliputi  iberbagai  iaspek  ihukum 

iyang ibertujuan  iuntuk  imenjamin  ikesejahteraan  idan  ihak-hak  idasar ipara ipekerja,  iyang imencakup 

iperlindungan iatas  ikesejahteraan  isosial,  ihak iatas ipekerjaan  iyang ilayak,  idan  ihak iuntuk imendapatkan 

iupah  iyang isesuai  idengan  istandar  iyang iditetapkan  ioleh inegara.  iDengan  idemikian,  inegara  imelalui  

ikebijakan  ihukum  idan  iregulasi  iyang iada  iberperan isebagai  ipengawas  isekaligus  ipemberi  ijaminan  idalam 

imenciptakan  ikondisi  iyang iadil  ibagi  itenaga  ikerja,  ikhususnya  imereka  iyang iberada  idalam ikategori  iupah 

irendah,  iyakni:(Lumanaw  iand  iothers  i2021) 

a.  iPerlindungan  isecara  iekonomis 



Perlindungan ihukum.secara  iekonomin  imerupakan ibentuk  iperlindungan  iterhadap  ipekerja 

idalam ibentuk  ipenghasilan iyang icukup iyakni  isesuai  idengan iupah  iminimum iyang iditetapkan ioleh 

iperaturan iperundang-undangan, itermasuk  ijuga  ijaminan isosial. 

b.  iPerlindungan isecara isosial,  i 

Perlindungan  ihukum  isecara  isosial  imerupakan  iperlindungan  iterhadap  ipekerja  iyang ibertujuan 

idengan  ikemungkinan-kemungkinan  ipekerja  iuntuk  imengembangkan  ikehidupannya  isebagai  iseorang 

imanusia ipada  iumumnya  idikehidupan  imasyarakat.  iPerlindungan  isosial  iini  iberkaitan idengan  ijaminan 

ikesehatan,  isebab  ijaminan  ikesehatan imenjadi  ipenyelamat  ipekerja iagar  itetap iterjamin ikesehatannya. 

c.  iPerlindungan  isecara iteknis 

Perlindungan ihukum idalam ikonteks  iketenagakerjaan,  isecara iteknis,  imerujuk ipada iupaya  iuntuk 

imelindungi  ipekerja  idari  ipotensi  irisiko ikecelakaan  iyang idapat  itimbul  iakibat  ipenggunaan  ialat-alat  ikerja 

imaupun ibahan-bahan  iyang iterlibat  idalam iproses iproduksi.  iOleh ikarena iitu,  idapat  idisimpulkan ibahwa 

iperlindungan ihukum  isecara  iteknis iberkaitan  ierat  idengan  ipenerapan iprinsip ikeselamatan ikerja iyang 

iefektif  idan iefisien.  iDalam  ihal  iini,  iperlindungan  ihukum  idapat  idibagi  imenjadi  itiga  ikategori  iutama,  iyaitu 

iperlindungan iekonomi,  isosial,  idan  iteknis.  iKetiga ibentuk  iperlindungan  iini  imemiliki  iperan  iyang isangat  

ipenting idan  iharus  idipahami  idengan  imendalam  iserta  iditerapkan  isecara  ioptimal  ioleh  ipengusaha  isebagai  

ipihak  iyang imempekerjakan  idan ioleh  ipemerintah isebagai  iotoritas  iyang ibertanggung ijawab  idalam 

imengawasi  ipelaksanaan  iketentuan iketenagakerjaan.  iUntuk imemastikan  ikeberlangsungan  idan 

iefektivitas  iperlindungan  itersebut,  isinergi  iantara  ipengusaha  idan  ipemerintah  isangatlah  ikrusial. 

Prinsip iperlindungan ihukum  iterhadap  ipara  ipekerja  iyang imendapatkan iupah  idi  ibawah  istandar 

iminimum  idi  iIndonesia idirumuskan  idengan  imerujuk  ipada  iPancasila  isebagai  idasar  inegara,  iideologi,  idan 

ifalsafah iyang imendasari  iseluruh ikebijakan inasional  i(Wildan,  i2020).  iDalam ikonteks iini,  iPancasila  

iberfungsi  isebagai  ikerangka  ifilosofis  iyang imemandu  ipenegakan  ihukum iagar  iselaras  idengan  inilai-nilai  

imoral  idan  i isesuai  idengan inorma  isosial  iyang iberlaku idi imasyarakat.  iPenegakan ihukum  iterhadap  iisu iini 

iharus  imempertimbangkan  iharmoni  iantara  ikeadilan  isubstantif  idan  ilegalitas  iformal,  isehingga  itidak 

iterjadi  ikontradiksi  idi  iantara  ikeduanya.  iDari  ilandasan  iini,  idapat  idisimpulkan ibahwa iterdapat  itiga ipilar 

iutama iyang imenjadi  ifondasi  idalam  imenegakkan ihukum iterkait  iperlindungan  ipekerja iberupah irendah, 

iantara  ilain:(Purnama  iand iAmelia  i2021) 

a.  iKepastian ihukum 

Kepastian  ihukum iberperan  isebagai  isalah isatu  ifungsi  ifundamental  idalam isistem ihukum iuntuk 

imemelihara  iharmoni  isosial,  iketeraturan,  idan  istabilitas.  iSelain  iitu,  iprinsip iini  imenjamin  

iperlindungan iterhadap ihak-hak  iserta ikepentingan  iyang isecara ihukum  idiakui,  isekaligus  imencegah 

itindakan iarbitrer  iyang idapat idilakukan  ioleh  ipihak  iyang imemiliki  iotoritas.  iDengan idemikian,  

ikepastian ihukum imenjadi  iinstrumen ipenting idalam imemastikan ibahwa ikekuasaan idigunakan 

isecara  ibertanggung ijawab  idan  itidak ibertentangan idengan  inorma ihukum iyang iberlaku. 

b.  iKemanfaatan 

Manfaat  ihukum  iterletak  ipada  ikemampuannya  iuntuk  imemberikan ikontribusi  iyang isignifikan  iserta  

ikegunaan  iyang inyata  idalam  imemenuhi  ikebutuhan  imasyarakat,  ibangsa,  idan  inegara.  iDalam  ikonteks 

iini,  ihukum iberfungsi  isebagai  iinstrumen iutama iuntuk imenciptakan  itatanan  iyang imendukung 



istabilitas  isosial,  imenjamin  ikeadilan,  idan  imengakomodasi  ikepentingan  ibersama.  iDengan  idemikian,  

ihukum itidak ihanya  ibertujuan iuntuk imengatur  iperilaku iindividu,  itetapi  ijuga imemainkan iperan 

istrategis  idalam  imendorong ipembangunan isosial,  ipolitik,  idan  iekonomi  iyang iberkelanjutan. 

c.  iKeadilan 

Keadilan  idapat  ididefinisikan  isebagai  iesensi  iyang imenjadi  iinti  idari  ifungsi  ihukum,  iyang ibertujuan 

iuntuk  imewujudkan  ikeadilan  iitu  isendiri.  iNamun,  idalam  ikonteks  iimplementasinya,  iparameter  ikeadilan 

imemiliki  ikeragaman iyang isignifikan.  iVariasi  itersebut  idapat  idilihat  idari  ipendekatan iyang ibersifat  

iobjektif,  iyang imengacu  ipada istandar  iuniversal,  ihingga  iyang ibersifat  isubjektif,  iyang ididasarkan ipada 

ipersepsi  iindividu  iatau  ikelompok  itertentu. 

Pandangan  ipara  ipakar  ihukum isemakin imenegaskan isignifikansi  ihukum  idalam  imembentuk 

itatanan  isosial.  iA.  iPitlo iberpendapat  ibahwa  ipelaksanaan  ihukum  ibertujuan  iuntuk  imerealisasikan  itiga 

ikomponen  ifundamental,  iyaitu  ikeadilan,  iutilitas  iatau  ikemanfaatan,  iserta  ikepastian  ihukum.  iDalam 

iperspektif iyang iberbeda,  iRomli  iAtmasasmita imemperkenalkan ikonsep itujuan ihukum  iintegratif  iyang 

iberorientasi  ipada iterciptanya  iharmoni  imelalui  ipenyelarasan iantara ikepastian  ihukum,  ikemanfaatan,  

idan  ikeadilan  idalam  isuatu  isinergi  iyang ikomprehensif  i(Yuhaeni,  i2020).  iKetiga iaspek iini  iyaitu  ikepastian 

ihukum,  ikemanfaatan,  idan  ikeadilan  imerupakan  imanifestasi  inilai-nilai  iesensial  iPancasila,  iyang imenjadi  

iaspirasi  iluhur  ibangsa iIndonesia.  iDengan  idemikian,  ihukum  idan  ikeadilan  imemiliki  iketerkaitan  iyang ierat  

idan  iinheren,  isebab  iinti  idari  ihukum iadalah  iperwujudan ikeadilan  iitu  isendiri.  iDi  idalam ikonteks iIndonesia, 

iperlindungan  ihukum  idiarahkan  iuntuk  imemberikan  ipengakuan  idan  ipenghormatan  iterhadap  iharkat  iserta 

imartabat  imanusia,  itermasuk ihak-hak  ipekerja,  iyang isecara imendalam  iberakar  ipada  iprinsip-prinsip 

iPancasila.  i 
Indonesia imerupakan  isebuah  inegara  iyang isecara itegas  iberlandaskan ipada iprinsip inegara ihukum, 

isebagaimana  idiatur  idalam  iPasal  i3  iUUD  iNegara  iRepublik  iIndonesia  iTahun  i1945.  iPasal  itersebut  

imenyatakan  ibahwa  i"negara iIndonesia  iadalah  iNegara  iHukum,"  iSetiap  itindakan  iyang  

idiimplementasikan  ioleh  isuatu  inegara,  itermasuk  iupaya  ipemberian  iperlindungan  ihukum  ikepada 

iwarganya,  iharus  isecara ikonsisten  iberlandaskan  ipada iprinsip-prinsip  ihukum  iyang iberlaku.  iDalam 

iperspektif  iini,  ipemerintah iRepublik  iIndonesia imemiliki  itanggung ijawab inormatif  iuntuk  imemastikan 

iadanya  ijaminan  iperlindungan  ihukum  ibagi  iseluruh  iwarga inegara,  itanpa  iterkecuali.  iHal  iini  imencakup 

ipula ikewajiban  inegara  idalam imelindungi  ipekerja iyang imemperoleh iremunerasi  idi ibawah ibatas 

iminimum  iyang itelah iditetapkan  isesuai  iregulasi  iperundang-undangan.  iKebijakan  iini  idirancang iagar 

isenantiasa  isejalan  idengan  ikerangka  ihukum  iyang itelah  iditetapkan. 

Tujuan  ifundamental  idari  iimplementasi  iperlindungan  iini  iadalah imenjamin iterwujudnya  

ihubungan iindustrial  iyang iberlandaskan ipada iprinsip ikeharmonisan  idan ikesetaraan.  iLangkah iini 

idirancang iuntuk  imengeliminasi ipotensi  idominasi  iatau itekanan  iyang iberpeluang  idilakukan  ioleh  ientitas 

iyang imemiliki  iposisi  ilebih  ikuat,  idalam ihal  iini  ipengusaha,  iterhadap  ikelompok  iyang iberada ipada  iposisi  

ilebih  ilemah,  iyaitu  ipekerja  i(Khakim,  i2014).  iSelain  iitu,  iperlindungan  iini  ibertujuan  iuntuk  imeningkatkan 

ikesejahteraan  ipekerja idengan  imemastikan  ibahwa  ikebutuhan  idasar  imereka—seperti  isandang,  ipangan,  

idan  ipapan—dapat  iterpenuhi  isecara imemadai.  iKesejahteraan,  idalam ihal  iini,  idipahami  isebagai  isuatu 

ikondisi  idi imana iindividu idapat  imemenuhi  iberbagai  ikebutuhan ihidupnya  isecara ioptimal  i(Santoso iet  ial.,  

i2021). 

Secara ifundamental,  isetiap ipekerja iyang imenerima  iupah idi ibawah istandar  iminimum imemiliki  

ihak  iuntuk imemperoleh ipenghasilan iyang isetara iatau imelebihi  iupah iminimum isebagaimana itelah 

idisepakati,  itanpa  iterkecuali,  isesuai  idengan  iregulasi  iyang iberlaku.  iDi  isisi  ilain,  ipengusaha  imemiliki  



ikewajiban  iuntuk imemenuhi  ihak-hak  ipekerja,  itermasuk imenyediakan  iupah iyang isesuai  idengan 

ikesepakatan  iatau isetidaknya  isetara  idengan istandar  iminimum iyang iditetapkan.  iPemenuhan ikewajiban 

iini  imerupakan  iwujud ikonkret  idari  iimplementasi  iPasal  i28D  iayat  i(2)  iUUD  iNegara iRepublik  iIndonesia 

iTahun i1945,  iyang imenyatakan ibahwa i"Setiap iorang iberhak iuntuk ibekerja iserta imendapat  iimbalan idan 

iperlakuan  iyang iadil  idan  ilayak  idalam  ihubungan  ikerja."  iSelain  iitu,  iPasal  i88  iayat  i(1)  iUU  iNo.  i6  iTahun 

i2023,  iyang imengesahkan iPP  iPengganti  iUU iNo.  i2  iTahun  i2022 itentang iCipta iKerja  imenjadi  iUU, 

imenegaskan  ibahwa  i"Setiap  ipekerja  iatau  iburuh  iberhak  imemperoleh  ipenghasilan  iyang imemenuhi  

ipenghidupan  iyang ilayak  ibagi  ikemanusiaan."  iNamun,  ikenyataan  idi  ilapangan  imenunjukkan  ibahwa 

iperselisihan iterkait  ipembayaran  iupah iyang itidak  isesuai  ikesepakatan  iatau  ibahkan idi ibawah istandar  

iminimum  ikerap  iterjadi  idalam  ihubungan  iindustrial  iantara  ipekerja  idengan  ipengusaha.  

iKetidakseimbangan  iini  imengindikasikan iadanya  idisfungsi  idalam irelasi  ikerja,  ipadahal  ikeseimbangan 

iantara  ihak idan ikewajiban  ikedua ibelah ipihak imerupakan ielemen  iesensial  idalam  imenciptakan ihubungan 

ikerja iyang iharmonis  i(Agishintya  i& iHoesin,  i2021). 
Hubungan iantara ipekerja  idan ipengusaha,  isebagaimana  idijelaskan ioleh iHusni,  imerujuk  ipada 

ibentuk  ikontrak  ikerja  iyang imelibatkan  ikomitmen  itimbal  ibalik.  iPekerja  isecara  isukarela  imenyerahkan 

itenaga idan  ikeahliannya  ikepada  ipengusaha,  iyang ipada  igilirannya  iberkomitmen  imemberikan 

ikompensasi  iberupa iupah  isesuai  idengan  ikesepakatan  iyang isecara  ihukum  itidak  idiperbolahkan  idibawah 

idari  iupah iminimum iyang iditetapkan i(Santoso iet ial.,  i2021).  iDalam  ikonteks  iini,  ihubungan  itersebut  

idikenal  isebagai  ihubungan ikerja,  iyang ipada ihakikatnya  imerupakan ihubungan  ihukum iperdata iyang 

iterbentuk iberdasarkan ikonsensus  ibersama iantara ikedua ipihak,  iyaitu ipengusaha  idan ipekerja i(Khairani,  

i2016).  iHubungan iini itidak  isemata-mata  iberlandaskan  ipada  iaspek  ikontraktual,  itetapi  ijuga 

imerefleksikan  iadanya  iinteraksi  itimbal  ibalik  iberupa  ikewajiban  idan  ihak  iyang isaling iterikat.  iDinamika 

itersebut  idiatur  isecara  itegas idalam  ikerangka  iperaturan iperundang-undangan,  ibertujuan iuntuk 

imemastikan  iterciptanya  iharmoni  idan ikeseimbangan  idalam ipemenuhan  ikepentingan imasing-masing 

ipihak  iyang iterlibat. 
Konsep ihubungan  ikerja  isecara  iteoretis  idan  ilegal  itermuat  idalam iPasal  i1  iangka  i15 iUU  iNo.  i6  iTahun 

i2023 itentang iPenetapan iPP iPengganti  iUU iNo.  i2 iTahun i2022 iTentang iCipta iKerja iMenjadi  iUU. iDalam 

iregulasi  iini,  ihubungan ikerja ididefinisikan isebagai  irelasi  iantara ipemberi  ikerja i(pengusaha)  idan itenaga 

ikerja i(pekerja  iatau iburuh)  iyang ididasarkan ipada  iperjanjian ikerja,  iyang imelibatkan  itiga  ielemen  iutama: 

ipekerjaan,  iupah,  idan iperintah.  iRelasi  iini imenekankan iadanya  ikewajiban iresiprokal  iantara ikedua ibelah 

ipihak,  idi  imana ikewajiban  ipengusaha imenjadi  ihak ipekerja,  isedangkan ikewajiban  ipekerja  iberfungsi  

isebagai  ihak  ipengusaha  i(Lumanaw iet ial.,  i2021). 

Dalam  ihal iini,  ipengusaha idiwajibkan iuntuk imemenuhi  ihak-hak  ipekerja  isebagaimana  idiatur 

idalam iperaturan,  isementara  ipekerja ibertanggung ijawab iuntuk  imemenuhi  iekspektasi  iyang iditetapkan 

ioleh ipengusaha.  iKeselarasan  iantara  ihak idan  ikewajiban  imenjadi  iaspek ifundamental  idalam  ihubungan 

ikerja,  idi  imana  ifaktor  iupah  iberperan isentral  isebagai  itolok  iukur  ikeseimbangan.  iUpah  imenjadi  itujuan 

iutama ipekerja idalam imenjalankan ipekerjaannya,  isehingga  iketiadaan ielemen  iupah idalam iperjanjian 

ikerja  imenghilangkan  iesensi  idari  ihubungan ikerja  iitu  isendiri  i(Agishintya  i&  iHoesin,  i2021).  iDengan 

idemikian,  iapabila isuatu  ihubungan  iantara  ipengusaha  idan  ipekerja  itidak  imelibatkan  ipemberian  iupah,  

imaka  ihubungan  itersebut  itidak  idapat  idiklasifikasikan  isebagai  ihubungan  ikerja idalam ipengertian ihukum. 

Secara ikeseluruhan,  iupah,  ijika iditinjau idari  iperspektif  ipekerja,  imerupakan ihak  ifundamental  iyang 

isering ikali  idievaluasi  iberdasarkan ikuantitas  iatau inominal  iyang iditerima.  iDi  isisi  ilain,  ibagi  ipengusaha,  

iupah idipandang isebagai  iinstrumen  iyang ierat  ikaitannya  idengan itingkat  iproduktivitas  iyang idihasilkan 

ioleh itenaga ikerja,  ikepangkatan  idan  imasa ikerja  i(Wildan  i2020). iOleh  ikarena iitu idapat 



idisimpulkan  ibahwa  ipengusahamemandang  ipemberian iupah istandar  ikepada  iparapekerja  idinilai  

iberdasarkan iapresiasi  ibukan iberdasarkan  ikebutuhan  ihidup ilayak.  iDan ihal  iini  ijelas idapat  idilihat  ibahwa 

iterjadi  ikepentingan iyang iberseberangan iantraa ipengusaha  idengan ipekerja.  iKepentingan iyang 

iberseberangan  iantara ipengusaha  idengan ipekerja iinilah  iyang idapat  imemicu iterjadinya  iperselisihan  

iantara  ipihak ipekerja iataupun ipihak  ipengusaha idengan  ipermasalahan  ipembayaran iupah  iyang itidak 

isesuai  ikesepakatan  idan  ibahkan  idi  ibawah  iupah  iminimum  iyang ihingga  isaat  iini  imenjadi  isuatu 

ipermasalahan  iyang isulit  iuntuk  idihentikan i(Agishintya  iand  iHoesin  i2021). iMaka  idalam  iini 

iterlihat  ibahwa  ikeseimbangan  ikepentingan isebagai  iasas ihukum imenjadi  itidak ibernilai,  isebab inilai  itawar 

iupah  iatau  ikesepakatan  ijumlah  iupah  iyang idiminta  ioleh ipihak  ipekerja  ikepada iperusahaan  iatau 

ipengusaha  itidak  imemberikan  ihasil  idalam  isetiap  inegosiasinya  i(Purnama  iand  iAmelia  

i2021). iBuktinya  ipekerja itetap imendapatkan iupah idi ibawah iupah iminimum,  idan  idisinilah iperan 

ipemerintah idiperlukan. 
Pemerintah  imemegang iperan  iyang isangat  isentral  idalam  imemastikan  itegaknya  ihukum  idan 

ikeadilan,  idengan  itujuan  iuntuk  imewujudkan  ikeseimbangan  iantara  iberbagai  ikepentingan  isesuai  idengan 

iprinsip  ikeadilan  iyang imenjadi  idomain  iutama  ipemerintahan i(Purnama idan iAmelia,  i2021).  iTindakan 

ipemerintah iseharusnya  idilakukan  idengan  itegas idan itanpa idiskriminasi,  iterutama  iterhadap  ipekerja,  

iyang iharus ididasarkan ipada iketentuan ihukum iyang iada idan inilai-nilai  ikeadilan.  iDalam ikonteks  iini,  

iterciptanya  ihubungan ikerja  iyang iharmonis  isangat  ibergantung ipada  ikepastian ihukum iyang idiikuti  ioleh 

ikeputusan  iyang iadil.  iSebab,  itanpa  iadanya  ikepastian  ihukum,  ipenerapan ikeadilan idapat  imenjadi  

isubyektif,  iyang iberpotensi  imenghasilkan iketidakadilan  idi  imasa  imendatang.  iPemerintah,  idalam 

iupayanya  iuntuk  imemastikan ikeadilan  ibagi  ipekerja  iyang imendapatkan  iupah  idi  ibawah  iketentuan  iyakni 

iupah iminimum,  iharus iselalu imemperhatikan  ikepastian ihukum.  iSetiap itindakan  iatau  ikeputusan ihukum 

iyang idiambil  iharus  isenantiasa  iberlandaskan  ipada iperaturan  iatau  iperundang-undangan  iyang iberlaku.  

iPenjelasan  iini imenegaskan ibahwa  ihukum imemiliki  ifungsi  iesensial  isebagai  ipilar iuntuk imenjaga 

ikeseimbangan  iantara  ikepastian ihukum  idan  ikeadilan,  iyang ipada igilirannya  imendukung ipencapaian 

itujuan  ihukum,  iialah  iterciptanya  iketertiban,  iketenangan,  idan  ikeadilan  idalam  ikehidupan  imasyarakat,  

ikhususnya  ibagi ipara  ipekerja. 
Indonesia,  isebagai  inegara iyang iberdasarkan  ihukum,  iterikat  ioleh  iprinsip-prinsip  iyang itercantum 

idalam iPasal  i3  iUUD iNegara  iRepublik iIndonesia iTahun i1945,  iyang imenyatakan ibahwa i"negara 

iIndonesia  iadalah iNegara  iHukum,  isehingga  isegala  itindakan  iyang idiambil  ioleh  inegara  idalam 

imemberikan  iperlindungan  ihukum  ikepada  iwarga  inegara  iharuslah ibersandar  ipada  inorma  ihukum  iyang  

iberlaku."  iSelaras  idengan  ihal  iini,  iamanat  idalam  ialinea  ikeempat  iPembukaan  iUUD  iNegara  iRepublik 

iIndonesia  iTahun  i1945  imenegaskan  itujuan  inegara,  iyaitu  iuntuk  i"melindungi  iseluruh ibangsa  iIndonesia  

idan  iwilayahnya,  iserta imemajukan  ikesejahteraan  iumum,  imencerdaskan  ikehidupan ibangsa,  idan 

iberperan idalam imenjaga iketertiban  idunia iyang iberdasar  ipada  ikemerdekaan,  iperdamaian  iabadi,  idan 

ikeadilan  isosial."  iBerdasarkan  ilandasan  itersebut,  ipemerintah  iIndonesia  imerumuskan  iberbagai  iregulasi,  

isalah  isatunya  iadalah  iUU  iNo.  i6 iTahun  i2023,  iyang imenetapkan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022 

itentang iCipta  iKerja imenjadi  iUU,  isebagai  irespons iterhadap ipermasalahan  iketenagakerjaan,  ikhususnya  

iterkait  idengan  iupah ipekerja  iyang itidak  imemenuhi  istandar  iminimum  iyang idijanjikan. 

Penerbitan iUU iini  imerupakan ilangkah  ikonkret  idemi  imewujudkan  itujuan inegara iyang iterkandung 

idalam iPembukaan iUUD i1945,  iterutama iterkait  idengan  iperlindungan  iterhadap ihak-hak ipekerja.  iSalah 

isatu  iaspek  iyang idiatur isecara ikhusus  iadalah iperlindungan iterhadap  ihak  ipekerja  iterkait  iupah,  idimana 

ipemerintah imenetapkan  iberbagai  iketentuan iyang ibertujuan isebagai  ikepastian  ibahwa ipekerja 

imenerima  iupah iyang ilayak  idan  isesuai  idengan iketentuan  iyang iberlaku.  iMelalui  iberbagai  iregulasi  



ipengupahan  iyang iditerbitkan,  idiharapkan  idapat  itercipta  iperlindungan  ihukum  iyang ilebih iefektif,  ibaik 

isecara  ipreventif  iuntuk imencegah iterjadinya  ipelanggaran,  imaupun isecara irepresif  iuntuk 

imenindaklanjuti  ipelanggaran  iyang iterjadi,  iguna imelindungi  ipekerja iyang imendapatkan  iupah  idi  ibawah 

iupah  iminimum  i(Wildan  i2020). 

Perlindungan  ihukum  idengan  ipendekatan  ipreventif  imerupakan  isuatu  ibentuk  iperlindungan  iyang 

idiselenggarakan ioleh  inegara  iuntuk  imencegah  iadanya  ipelanggaran  ihukum.  iDalam ikonteks iini,  ipekerja 

iyang imenerima  iupah  idi  ibawah istandar  iminimum imemiliki  ihak  iuntuk imenyampaikan  ikeberatan iserta 

ipendapat  imereka  isebelum  ikeputusan  iakhir  idiambil  ioleh ipemerintah.  iCiri  iutama  idari  ipendekatan 

ipreventif  iini iadalah iadanya  ipedoman  iserta ibatasan iyang ijelas,  iyang idiatur  idalam inorma  ihukum itertulis,  

iseperti  iyang idijelaskan idalam iperaturan iperundang-undangan i(Arya  iDharma idan irekan,  i2023).  

iSebaliknya,  iperlindungan  ihukum idengan ipendekatan irepresif imemeliki  itujuan isebagai  ipenyelesaian  

ikonflik iyang imuncul  iakibat  iadanya  iketidaksesuaian  ikepentingan  iantara ipihak-pihak  iterkait.  iDalam ihal  

iini,  ipekerja iyang imerasa idirugikan  iakibat  imenerima iupah  idi ibawah iketentuan iminimum idapat  

imengajukan  isengketa  imelalui  ijalur  ihukum idengan  ibantuan  ipengadilan iuntuk  imendapatkan 

ipenyelesaian iyang iadil.  iPendekatan irepresif iini itidak ihanya  iberfungsi  iuntuk imerespons ipelanggaran 

iyang itelah  iterjadi,  itetapi  ijuga idimaksudkan  iuntuk imendorong imasyarakat  iagar  itetap  imenghormati  idan 

imenegakkan ihukum,  imeskipun  iterkadang imelalui  itekanan  iatau ipaksaan i(Kirti  iand iPriyono  

i2018).  i 
Dalam  iupaya  imencegah  iterjadinya  ipraktik  ipembayaran  iupah iyang iterindikasi  itidak  isesuai  idengan 

iketentuan,  ikhususnya  iupah iyang idibawah idari  iupah iminimum,  imaka ipemerintah  imengambil  ilangkah 

iproaktif idengan  imengeluarkan iUU iNo.  i6  iTahun  i2023.  iUU iini imengesahkan iPenetapan  iPP iPengganti  

iUU  i(Perppu)  iNo.  i2 iTahun i2022  itentang iCipta iKerja imenjadi  iUU, iyang imenjadi  idasar  ihukum ibagi  

iperlindungan iterhadap  ihak-hak  ipekerja  iterkait  iupah.  iSalah  isatu iupaya  ipreventif  iyang 

idiimplementasikan  idapat  idilihat  idalam idefinisi  imengenai  iupah iitu isendiri.  iPasal  i1 iangka i30  idalam iUU 

iNo.  i6  iTahun i2023  imenjelaskan  ibahwa i"upah  imerupakan ihak ipekerja  iatau  iburuh  iyang iditerima idan 

idinyatakan idalam ibentuk  iuang isebagai  iimbalan idari  ipengusaha iatau  ipemberi  ikerja ikepada  ipekerja  iatau 

iburuh  iyang iditetapkan  idan  idibayarkan iberdasarkan iperjanjian  ikerja,  ikesepakatan,  iatau  iperaturan 

iperundang-undangan,  iyang imencakup  itunjangan ibagi  ipekerja iatau iburuh  iserta  ikeluarganya  iatas 

ipekerjaan idan ijasa iyang itelah  iatau iakan idilaksanakan."  iPernyataan  iini  imenunjukkan ibahwa ipenentuan 

ibesaran iupah ipada idasarnya  iberlandaskan  ipada ikesepakatan iyang idicapai  iantara ipihak ipekerja idan 

ipengusaha.  iMeskipun  idemikian,  iguna  imemastikan  iperlindungan  iterhadap  ihak-hak  ipekerja  idan 

imenghindari  ipotensi  iterjadinya  iketidakadilan  idalam  ipembayaran  iupah,  ipemerintah  imemainkan  iperan 

ikrusial.  iDalam  ihal  iini,  ipemerintah  imenetapkan  ikebijakan  iyang imengatur  itentang iupah  iminimum 

imelalui  iregulasi  iyang iberlaku,  idengan  itujuan  iuntuk  imenjamin  ibahwa  ipekerja  imenerima  ikompensasi  

iyang imemenuhi  istandar  ikelayakan ihidup. 
Proses ipenetapan  istandar  iupah iminimum,  iyang imerupakan iinstrumen ipenting idalam ikebijakan 

ipengupahan,  idimulai  idengan  ilangkah iawal  iyang idiambil  ioleh  ipemerintah,  iyakni  imelakukan  inegosiasi  

imengenai  inilai  itawar iupah  idengan ipihak  ipengusaha.  iDalam  inegosiasi  itersebut,  iaspek-aspek 

ifundamental  iseperti  ikebutuhan  ihidup  ilayak  i(KHL),  itingkat  iproduktivitas,  idan  idinamika  ipertumbuhan 

iekonomi  iyang iterjadi  idi  imasyarakat  iharus  idipertimbangkan  idengan  iseksama.  iApabila  ikesepakatan  

itercapai  iantara ipemerintah  idan  ipengusaha  imengenai  istandar  iupah iterendah,  imaka ipemerintah 

iberkewajiban iuntuk imenetapkan  ikebijakan  ipengupahan iyang imemadai.  iKebijakan itersebut  ibertujuan 

iuntuk  imelindungi  ikesejahteraan ipekerja  idengan imemastikan ibahwa  ipendapatan  iyang idiperoleh icukup 

iuntuk  imemenuhi  ikebutuhan idasar  ihidup  imanusia  iyang ilayak. 



Kehidupan iyang ilayak,  ipada  igilirannya,  imenjadi  ielemen ikrusial  iyang imenunjang itercapainya  

ikesejahteraan  iindividu.  iPenghasilan  iyang imemadai  itidak  ihanya  imemenuhi  iaspek  iekonomi,  itetapi  ijuga 

imenjadi  ifaktor  ipenentu  idalam  imewujudkan  ikondisi  isosial  iyang istabil  idan iproduktif.  iUntuk 

imemastikan  ibahwa isuatu  ipenghasilan idapat idikategorikan isebagai  iupah iyang ilayak,  ijumlah 

ipenerimaan iyang iditerima  ioleh  ipekerja iharus  imemadai  idan isesuai  idengan  iketentuan iupah  iminimum 

iyang iberlaku.  iDengan idemikian,  ipendapatan itersebut  iharus  idapat imencukupi  ikebutuhan ipokok  ipekerja 

iserta ikeluarganya  isecara irasional  idan  iwajar,  idemi  itercapainya  itujuan  ikesejahteraan  isosial  iyang 

iberkelanjutan  i(Santoso  iand iothers  i2021).  i 

Pengertian  idari  iupah  iminimum  isendiri  idijelaskan  idalam  iperaturan  ipelaksanaan  iUU  iNo.  i6  iTahun 

i2023  itentang iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  iTentang iCipta  iKerja  iMenjadi  iUU,  itepat  

idalam iPasal  i23 iayat  i(1) iPP iNo.  i51 iTahun  i2023 itentang iPerubahan  iAtas iPP iNo.  i36 iTahun i2021 iTentang 

iPengupahan,  iyakni  i“Upah iminimum imerupakan  iupah ibulanan iterendah,  iyakni  iberupa: 

a.  iUpah itanpa  itunjangan;  iatau  i 

b.  iUpah  ipokok  idan itunjangan  itetap”. 

Pada  iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023  itentang iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  iTentang iCipta  iKerja 

iMenjadi  iUU,  iketentuan imengenai  iupah  iminimum  idiatur  imulai  iPasal  i88A ihingga  iPasal  i88E.Dimana 

ikebijakan ipengupahan iminimum idi iIndonesia  iini  iharus imemenuhi  iasas ikeadilan  idan iasas ikepastian 

ihukum  iyang idiperlukan ibagi  inegara  ihukum. 
Upah iminimum,  isebagaimana  idiatur  idalam  iPasal  i88A iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023  itentang iPenetapan 

iPP  iPengganti  iUU iNo.  i2  iTahun  i2022  itentang iCipta  iKerja  iyang itelah  idisahkan  imenjadi  iUU,  imerupakan 

iketentuan iyang imengatur  itentang ipengupahan iyang ibersifat  idinamis,  iyang iharus idisepakati  iantara 

ipekerja idengan ipengusaha.  iNamun,  ikesepakatan itersebut  itidak idapat  imengabaikan iketentuan  iyang 

itelah  itercantum  idalam  iperaturan  iperundang-undangan,  isehingga  iada  ilarangan  ipada  iupah  iyang 

idiberikan  idi  ibawah inilai  iyang itelah  iditetapkan  isebagai  iupah  iminimum.  iDalam  ikonteks  iini,  ipara 

ipengusaha  idiwajibkan iuntuk imenunaikan  ikewajiban  imereka idalam  imembayar  igaji  ipekerja isesuai  

idengan ikesepakatan  iatau iperjanjian iyang itelah  idisetujui,  iyang ipada iprinsipnya  iharus  imencerminkan  

iatau ibahkan imelebihi  ibesaran iupah iminimum iyang iditetapkan.  iKetentuan iini idihadirkan iuntuk 

imenjamin  ibahwa  ipengusaha  imemberikan  iimbalan  iyang itidak  ihanya  iadil,  itetapi  ijuga  isejalan  idengan 

itujuan  iutama  idari  ipenetapan  iupah iminimum  iitu  isendiri,  iyaitu iuntuk  imencapai  istandar  ikehidupan  iyang 

ilebih ilayak  ibagi iseluruh  ipekerja.  iUpah  iminimum,  idalam ikerangka  iregulasi  iini,  iberfungsi  isebagai  

ipenanda  ibatas  ibawah  iyang imenjamin ikebutuhan  idasar  ipekerja,  iyang ipada  igilirannya  ibertujuan  iuntuk 

imendorong ikesejahteraan  isosial  iyang ilebih  ibaik  i(Aprilsesa  iand  iothers  i2023). 
Pasal  i88C  idalam  iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023  imengenai  iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022 

itentang iCipta iKerja iyang idisahkan  imenjadi  iUU, isecara ikhusus imengatur  imekanisme  ipenetapan iupah 

iminimum.  iTanggung ijawab iuntuk imenetapkan iupah  iminimum  iini  idiberikan  ikepada iGubernur,  iyang 

imemiliki  ikewenangan  iuntuk imenentukan  ibesaran iupah iminimum idi itingkat  iprovinsi,  ikabupaten,  idan 

ikota.  iProses ipenetapan itersebut  iharus ididasarkan ipada  ipertimbangan  ikondisi  iekonomi  idan 

iketenagakerjaan  iyang itercermin  idari  idata  iyang idiperoleh  idari  ilembaga  istatistik  iyang iberwenang.  

iDalam ikonteks iperbandingan ipenetapan iupah iminimum iantara iprovinsi  idengan  ikabupaten  iatau  ikota,  

iterdapat  iketentuan  iyang imembedakan ikeduanya.  iSebagaimana  iyang idiatur  idalam  iPasal  i88C  iayat  i(3) 

iUU  iyang isama,  ipenetapan  iupah iminimum idi ikabupaten iatau ikota idapat ilebih itinggi  idibandingkan 



idengan iupah  iminimum  iprovinsi,  iapabila ihasil  iperhitungan  iyang idilakukan  imenunjukkan iangka iyang 

ilebih ibesar  iuntuk  itingkat  ikabupaten iatau ikota. 
Pasal  i88D idalam  iUU  iNo.  i6 iTahun i2023 iyang imengesahkan  iPP iPengganti  iUU  iNo.  i2 iTahun i2022 

iTentang iCipta  iKerja,  imengatur  isecara irinci  imekanisme  iperhitungan  iupah  iminimum.  iProses 

iperhitungan  itersebut  idilakukan  imelalui  isuatu  iformula  iyang imengintegrasikan  isejumlah  ivariabel,  idi 

iantaranya  itingkat  ipertumbuhan  iekonomi,  iangka  iinflasi,  iserta  iindeks-indeks  itertentu iyang irelevan.  

iDengan  imempertimbangkan  iketiga ifaktor  iini,  iformula  itersebut  ibertujuan  iuntuk  imenciptakan  isuatu 

ipatokan  iyang imencerminkan  ikondisi  iekonomi  iterkini.  iSementara  iitu,  ipenerapan  ikebijakan iupah 

iminimum  ibagi  ipekerja  iatau  iburuh  iyang itelah ibekerja  ikurang idari  isatu  itahun  idi  isuatu  iperusahaan,  idiatur  

ilebih ilanjut  idalam  iPasal  i88E iayat  i(1) iUU iyang isama.  iAturan  iini  imemfokuskan ipada ipekerja idengan 

imasa  ikerja iyang irelatif isingkat,  iguna  imemberikan  iperlindungan  iupah  iyang iadil  idan isesuai  idengan 

ikondisi  iperekonomian iyang iberlaku. 
Pemerintah,  idalam  iupaya  iuntuk  imencegah iterjadinya  ipemberian  iupah  idi  ibawah  istandar  iyang 

itelah iditetapkan,  itidak  ihanya  imengatur  imengenai  iupah  iminimum,  itetapi  ijuga imengatur  iprosedur 

ipencatatan  iperjanjian  ikerja.  iPencatatan iini  idilakukan  ipada  iinstansi  iyang imemiliki  ikewenangan idi 

ibidang iketenagakerjaan,  isebagaimana  idijelaskan  idalam  iPasal  i51  iayat  i(1) iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023  iyang  

imengatur  itentang iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  itentang iCipta  iKerja.  iTujuan  idari  

ipencatatan  iperjanjian  ikerja  itersebut  iadalah  iuntuk  imemberikan  iperlindungan  ipreventif  iterhadap 

ihak-hak  ipekerja.  iSebelum ikontrak ikerja  iditandatangani  ioleh ipekerja,  iinstansi  iterkait,  iyaitu iDinas 

iTenaga iKerja,  iharus imemastikan ibahwa iperjanjian itersebut  itidak ibertentangan  idengan iketentuan iyang 

iberlaku,  itermasuk  idalam  ihal  ipenetapan  idurasi  idan  ikondisi  ikerja  iyang isesuai  idengan  ihukum  iyang 

iberlaku  i(Agishintya  i& iHoesin,  i2021).  iPekerja  iberhak iuntuk  imemperoleh  ipemahaman iyang ijelas 

imengenai  iisi  iperjanjian ikerja  idan  imemastikan ibahwa  idokumen  itersebut  itercatat  ipada iinstansi  iyang 

iberwenang.  iDengan  idemikian,  ipencatatan  itersebut  iberfungsi  isebagai  ilangkah  ipreventif  iuntuk 

imenghindari  ipotensi  ipelanggaran iketentuan  ihukum iyang idapat  imerugikan ipekerja,  iseperti  ipemberian 

iupah  iyang itidak isesuai  idengan  istandar  iminimum iyang iditetapkan  i(Agishintya  i& iHoesin,  i2021).  iSecara 

ikeseluruhan,  ikewajiban iperusahaan  iuntuk imelakukan ipencatatan  iperjanjian ikerja ipada  iinstansi  

iketenagakerjaan,  ikhususnya  iDinas iTenaga iKerja,  imerupakan ilangkah istrategis iguna  imencegah 

iterjadinya  ipembayaran iupah  iyang itidak  imemenuhi  istandar  iminimum. 
Jika iseorang ipengusaha iterus-menerus  imelakukan ipembayaran  iupah iyang itidak  isesuai  idengan 

istandar  iupah  iminimum,  imaka itindakan itersebut  idapat idipandang isebagai  ipelanggaran  iterhadap 

iketentuan  iyang itertuang idalam  iUU  iNo.  i6  iTahun  i2023,  iyang imengesahkan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2 

iTahun i2022  itentang iCipta iKerja  imenjadi  iUU. iTindakan  iini  ijuga  idapat  idigolongkan  isebagai  

iperselisihan ikepentingan  iantara ipihak  ipekerja idan  ipengusaha.  iPerselisihan ikepentingan,  isebagaimana 

idijelaskan  idalam  iPasal  i1 iangka  i2  iUU  itersebut,  imerujuk  ipada iketidaksesuaian  ipendapat  iyang imuncul  

idalam  ihubungan  ikerja,  iterkait  idengan  ipembuatan  idan  iperubahan  isyarat-syarat  ikerja  iyang idiatur  idalam 

iperjanjian ikerja,  iperaturan iperusahaan,  iatau  iperjanjian ikerja  ibersama.  iDalam ikonteks  iini,  ipengusaha 

iyang imembayar  iupah  idi  ibawah  istandar  iminimum  ipada  idasarnya  itelah imelanggar  ikesepakatan  iyang  

idisepakati  isebelumnya  idengan  ipekerja.  iPembayaran  iupah  iharus  imengikuti  iketentuan  iyang itelah 

idisetujui  ioleh  ikedua  ibelah ipihak,  iyang isesuai  idengan iPasal  i88A iUU  iyang isama.  iHal iini imenunjukkan 

ibahwa  isetiap  ipengusaha  iyang itidak  imemenuhi  ikewajiban  ipembayaran  iupah  iyang ilayak  iakan 

idihadapkan  ipada  ikonsekuensi  ihukum,  ikarena ipembayaran iupah  iyang itidak isesuai  idengan iketentuan 

idapat  imerugikan  ihak-hak  ipekerja,  iyang itelah idilindungi  ioleh  iperundang-undangan iyang iberlaku. 



Pekerja iyang imenerima  iupah idi ibawah iketentuan iupah iminimum  iberhak imengajukan  ilaporan 

ikepada  iDinas  iTenaga  iKerja  isetempat.  iLaporan  iini  ibertujuan  iuntuk  imemperoleh  iperlindungan  ihukum 

iserta imendapatkan  isolusi  iyang ikonstruktif  idalam irangka  ipenyelesaian ipersoalan  iyang isedang idihadapi.  

iSelain  iitu,  iproses iini ijuga imenyediakan  ikesempatan ibagi  ipekerja  iuntuk  imemperoleh imasukan  iyang  

idapat  imenunjang iupaya  ipenyelesaian iyang ilebih  ibaik.  iApabila iDinas iTenaga  iKerja itidak imampu 

imemberikan  ipenyelesaian  iyang imemadai  iterhadap  ipermasalahan  itersebut,  imekanisme  ipenyelesaian 

idapat  idilanjutkan  imelalui  iprosedur  iperselisihan ihubungan iindustrial.  iProses  ipenyelesaian iperselisihan  

ihubungan  iindustrial  iini  iumumnya  imelalui  itiga itahapan: i(Pratiwi  iand  iHoesin  i2022) 

a.  iPerundingan iBipartit 

b.  iMediasi 

c.  iPengadilan  iHubungan  iIndustrial 

Perundingan iBipartit,  isebagaimana  idiatur  idalam  iPasal  i1  iangka  i10  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2004  itentang 

iPenyelesaian  iPerselisihan  iHubungan  iIndustrial,  ididefinisikan  iproses  iperundingan  iyang idilakukan 

iantara  ipekerja  iatau  iserikat  ipekerja  idengan  ipengusaha  iuntuk  imenyelesaikan  iperselisihan  ihubungan 

iindustrial  idapat  idipahami  isebagai  isuatu  ibentuk  iinteraksi  iyang ibertujuan imencapai  ikesepakatan iterkait  

iperbedaan  ikepentingan  iyang imuncul  idalam  iranah  iketenagakerjaan.  iProses iperundingan iini,  imenurut  

iPasal  i3  iayat  i1  iUU  itersebut,  imerupakan ilangkah  iawal  iyang iwajib  idiambil  idalam  ipenyelesaian  

iperselisihan  ihubungan  iindustrial.  iDi  idalam  imekanisme  iini,  ipihak-pihak  iyang iterlibat,  ibaik ipekerja  iatau 

iserikat  ipekerja  idan ipengusaha  iharus  imelakukan  iperundingan isecara  ilangsung itanpa  icampur  itangan 

ipihak  iketiga,  idengan  itujuan  iuntuk  imencapai  ikesepakatan  iyang imenguntungkan  ikedua  ibelah  ipihak 

i(Wijayanti,  i2015). 

Adapun idurasi  iyang iditetapkan iuntuk iperundingan  ibipartit  iini  iadalah ipaling ilama i30 ihari  ikerja,  

iterhitung isejak  idimulainya  iperundingan.  iJika idalam iperiode  iwaktu  itersebut  isalah isatu ipihak imenolak 

iuntuk  imelanjutkan iperundingan,  imaka  iproses  iperundingan  ibipartit  itersebut  idianggap  igagal.  iApabila 

iperundingan  ibipartit  iantara  ipekerja  idan  ipengusaha  itidak  imembuahkan ihasil,  isebagaimana  idiatur  idalam 

iPasal  i4 iayat i(1)  iUU iNo.  i2  iTahun i2004,  isalah isatu ipihak iatau ikedua ibelah  ipihak imemiliki  ihak  iuntuk 

imengajukan  ilaporan  imengenai  iperselisihan  itersebut  ikepada  iotoritas  iyang iberkompeten  idalam  ibidang 

iketenagakerjaan  idi  iwilayah  iyang ibersangkutan,  idengan imelampirkan ibukti  iyang imenunjukkan  ibahwa 

iupaya  ipenyelesaian  imelalui  imekanisme iperundingan ibipartit  itelah  idilaksanakan isebelumnya. 

Dalam  ikonteks  ipenyelesaian  isengketa iantara  ipengusaha  idan  ipekerja,  ikhususnya  iterkait  idengan 

iketidaksesuaian  ipembayaran  iupah isesuai  iketentuan iupah  iminimum,  iterdapat  ialternatif  ilain  iselain 

iperundingan  ibipartit  iyang itelah  idisebutkan  isebelumnya.  iAlternatif  iini  iberupa ipenyelesaian  imelalui  

imusyawarah iyang idifasilitasi  ioleh iseorang imediator  inetral.  iProses  iini  idikenal  isebagai  imediasi,  iyang 

imerupakan isalah  isatu icara iuntuk imenyelesaikan iperselisihan  ihak,  iperselisihan  ikepentingan,  iserta 

iperselisihan ipemutusan  ihubungan  ikerja  iatau ikonflik  iantar  iserikat  ipekerja idi idalam isuatu iperusahaan. 

Definisi  imediasi  idijelaskan idalam iPasal  i1 iangka i11 iUU iNo.  i2 iTahun i2004  itentang iPenyelesaian 

iPerselisihan iHubungan iIndustrial,  iyang imengungkapkan  ibahwa ipenyelesaian iperselisihan idilakukan 

imelalui  imusyawarah  iyang idipandu  ioleh imediator inetral.  iSeorang imediator  iadalah iindividu iyang 

ibertugas  idalam iinstansi  ipemerintah idi ibidang iketenagakerjaan  idan itelah imemenuhi  ikualifikasi  itertentu 

iuntuk  imenjalankan  ifungsi  isebagai  ipenengah  idalam  iproses  imediasi.  iDengan  idemikian,  imediasi  itidak 



ihanya  iberfungsi  isebagai  imekanisme ipenyelesaian isengketa,  itetapi  ijuga isebagai  isarana  iuntuk imencapai  

isolusi  iyang iadil  idan imengurangi  iketegangan iantara ipihak iyang iberselisih.  i 

Secara iesensial,  imediasi  idapat  idipahami  isebagai  imetode  ialternatif  idalam ipenyelesaian isengketa 

iyang idilaksanakan  idi iluar  ijalur  iperadilan  iformal.  iProses  iini  imelibatkan  iseorang ipihak  iketiga  iyang 

iberfungsi  isebagai  ifasilitator  iatau ipenengah.  iPihak  iketiga  itersebut  iberperan  isecara inetral,  itanpa 

ikeberpihakan  ikepada  isalah  isatu  ipihak  iyang ibersengketa,  ibaik  iitu  ipihak  ipekerja  imaupun  ipengusaha.  

iTujuan iutama idari  imediasi  iadalah iuntuk  imencapai  ikesepakatan  ibersama iyang idapat  iditerima ioleh 

ikedua  ibelah ipihak,  itanpa imelalui  iproses ilitigasi  iyang ipanjang idan imahal. iUpaya  imediasi  iini  imemiliki  

ikarakteristik  ikhas,  iantara ilain: i(Purnama  iand  iAmelia  i2021) 

a.  iVoluntary 

Voluntary  imerupakan ikeputusan iuntuk iberpartisipasi  idalam imediasi  isepenuhnya  idiserahkan 

ikepada  ikesepakatan  ipara  ipihak  iyang iterlibat.  iDalam  ikonteks  iini,  imediasi  imemungkinkan 

itercapainya  isuatu ikesepakatan  iyang imencerminkan  ikehendak ibersama idari  ipara ipihak.  iKarena 

ikeputusan  itersebut  idihasilkan  iberdasarkan  ipersetujuan  imutual,  ihasil  iyang idicapai  icenderung 

ibersifat  isolusi  isaling imenguntungkan  i(win-win  isolution).  iHal  iini  imenunjukkan  ibahwa  imekanisme 

imediasi  imemberikan  iruang ibagi  iotonomi  ipara  ipihak  idalam imenentukan ihasil  iakhir iyang ipaling 

isesuai  idengan  ikepentingan imasing-masing. 

b.  iInformal  idan iFleksibel 

Informal  idan  ifleksibel,  iyakni  ikebebasan  ipara  ipihak  idengan  idukungan  imediator  iuntuk  imerancang 

isecara  imandiri  iprosedur,  itata  icara,  imaupun  imekanisme  ipenyelesaian  isengketa.  iPendekatan  iini 

iberbeda  isecara  isignifikan  idari  iproses  ilitigasi  iyang ibersifat  irigid idan  iterikat  ipada iaturan  iformal.  

iDengan  idemikian,  imediasi  imemberikan  iruang iyang ilebih iluas ibagi  ipara  ipihak  iuntuk  imenyesuaikan 

iproses isesuai  ikebutuhan idan ikarakteristik  isengketa  iyang idihadapi. 

c.  iInterested  ibased 

Interested  ibased, ifokus iutama  ibukanlah iuntuk imenentukan ipihak  imana iyang iberada  ipada  iposisi  

ibenar  iatau isalah.  iSebaliknya,  ipendekatan  iini  ilebih  imenitikberatkan  ipada  iupaya  iuntuk  imerumuskan  

isolusi  iyang imampu  imemenuhi  ikepentingan  idan  ikebutuhan  iesensial  imasing-masing ipihak iyang  

iterlibat.  iPendekatan iini imengedepankan idialog ikonstruktif idan ikolaborasi  iuntuk imencapai  ihasil  

iyang isaling imenguntungkan iserta  imencerminkan  iprinsip  ikeadilan  isubstantif. 

d.  iFuture iLooking 

Future ilooking,  iesensi  imediasi  iterletak  ipada iupayanya  iuntuk imenjaga  idan  imelindungi  ikepentingan  

imasing-masing ipihak  iyang iterlibat  idalam  isengketa.  iPendekatan  iini  imenitikberatkan  ipada 

ipentingnya  imemelihara  ihubungan ibaik idi iantara ipara ipihak iuntuk ijangka ipanjang,  idaripada 

iterfokus  ipada ipermasalahan  iatau  ikonflik iyang itelah iterjadi  idi imasa ilampau. 

e.  iParties  ioriented 

Parties  ioriented,  iartinya  iproses  iinformal  isebagai  iinti  idari  ipenyelesaian  isengketa.  iDalam  ikerangka 

iini,  ipara ipihak iyang iterlibat  imemainkan iperan isentral  idan iaktif idalam imenentukan iarah imediasi,  

ialih-alih imengandalkan idominasi  iperan  ipenasihat  ihukum iatau ipengacara.  iPendekatan iini  ibertujuan  

iuntuk  imemberikan  iotonomi  iyang ilebih  ibesar  ikepada  ipara  ipihak  idalam  imencapai  isolusi  iyang isaling 



imenguntungkan,  idengan  imeminimalkan  iketergantungan  ipada  imekanisme  iformal  idan  iintervensi  

ieksternal. i 

f.  iParties  icontrol  iMediator 

Parties  icontrol  imediator,  iartinya  idalam  imelakukan imediasi  itidak idiperkenankan  iadanya  

ipemaksaan ikehendak iatau ipendapat  ioleh isalah isatu ipihak  iuntuk imencapai  ikesepakatan.  iHal iini  

idisebabkan ioleh isifat  imediasi  iyang imenempatkan ikeputusan iakhir isepenuhnya  ipada iotonomi  ipara 

ipihak  iyang iterlibat  idalam  ipenyelesaian  isengketa.  iSebagai  imekanisme  iresolusi  ikonflik  iyang 

ibersifat  ipartisipatif,  imediasi  ibertujuan  iuntuk  imendorong ikesepakatan iyang idicapai  isecara  isukarela 

idan  iberdasarkan  ikonsensus,  isehingga  ihasilnya  imencerminkan  ikehendak  ibersama  itanpa  itekanan 

ieksternal. 
Proses  ipenyelesaian  ikonflik ipada  itahap  imediasi  idilaksanakan  idengan iefisiensi  iwaktu  iyang itinggi,  

iyakni  idalam ijangka iwaktu itidak imelebihi  i30 i(tiga ipuluh)  ihari  ikerja.  iDalam ihal  iini,  imediator imemiliki  

ikewajiban  iuntuk imemulai  ipersidangan imediasi  ipaling ilambat  i7 i(tujuh)  ihari  isetelah  iperkara iditeruskan 

ikepadanya.  iKetentuan  iini  idirancang iuntuk  imemastikan iefektivitas  idan ikelancaran  ipenyelesaian 

isengketa isecara imusyawarah idalam ikerangka  iwaktu  iyang iterukur. 
Apabila imediasi  iantara  ipekerja  idan  ipengusaha itidak  imenghasilkan  ikesepakatan,  imaka ipekerja 

iyang imerasa idirugikan  ikarena  ipembayaran  iupah idi  ibawah  istandar  iminimum iberhak  iuntuk  imengajukan 

igugatan  ike  ipengadilan  inegeri.  iGugatan  itersebut  iakan idialihkan  ike  ipengadilan  ihubungan iindustrial,  

iyang imerupakan ilembaga ikhusus idi ibawah inaungan  ipengadilan inegeri.  iPengadilan iini imemiliki  

ikewenangan  iuntuk imemeriksa,  imengadili,  idan imemutus iperkara  iyang iberkaitan  idengan iperselisihan  

idalam ihubungan  iindustrial.  iKetentuan  iini  isecara  itegas  idiatur  idalam  iPasal  i1  iangka  i17 iUU  iNo.  i2  iTahun 

i2004  itentang iPenyelesaian  iPerselisihan iHubungan  iIndustrial.  iDengan  idemikian,  isetiap  ipekerja iyang 

imenerima  iupah  idi  ibawah  iketentuan  iminimum  imemiliki  ihak  iuntuk  imenuntut  ipemenuhan  ihaknya  

imelalui  ijalur  ihukum,  idan ilangkah iini imenjadi  isolusi  iterakhir  iyang idapat  idiupayakan  iapabila  iproses 

imediasi  itidak imembuahkan  ihasil. i  i 
Pelaksanaan  ipembayaran iupah  idi  ibawah ibatas  iminimum imerupakan  ipelanggaran  iterhadap  iPasal  

i88E iayat  i(2)  iUU iNo.  i6 iTahun  i2023,  iyang imengesahkan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun i2022 itentang 

iCipta  iKerja  imenjadi  iUU.  iKetentuan  itersebut  isecara  itegas  imelarang ipengusaha  imemberikan  iupah  iyang 

inilainya  iberada  idi  ibawah  istandar  iminimum.  iPada iprinsipnya,  ipengaturan  imengenai  ipembayaran  iupah 

ididasarkan  ipada  ikesepakatan  iantara  ipekerja idan  ipengusaha.  iNamun,  ikesepakatan  itersebut  itidak  idapat  

ibertentangan  idengan  iaturan  ipengupahan iyang idiatur  idalam  iperundang-undangan.  iApabila  iterdapat  

iperjanjian  ipembayaran  iupah  iyang inilainya  ilebih  irendah  idari  iupah  iminimum  iyang itelah  iditetapkan,  

imaka  iperjanjian  itersebut  idinyatakan ibatal  idemi  ihukum,  isebagaimana idiatur  idalam iPasal  i88A iayat  i(3),  

i(4),  idan  i(5)  idari  iUU  iyang isama.  iDengan  idemikian,  iperaturan  iini  imenggarisbawahi  ipentingnya  

ikeselarasan  iantara  ikesepakatan  ikerja idan  inorma  ihukum  iyang iberlaku  idemi  imelindungi  ihak  ipekerja  iatas 

ipengupahan  iyang ilayak. 
Apabila iterjadi  ipelanggaran iterhadap iketentuan  ipengupahan iyang itelah idiatur  idalam  iperaturan 

iperundang-undangan,  iseperti  ipemberian iupah  ioleh ipengusaha iyang ilebih  irendah  idari  iupah  iminimum 

iatau ikesepakatan  iupah  iantara  ipekerja idan ipengusaha iyang ibertentangan  idengan iregulasi,  imaka 

itindakan itersebut  idapat idibatalkan  idemi  ihukum.  iSelain iitu,  iberdasarkan iPasal  i185  iayat  i(1) iUU iNo.  i6 

iTahun i2023 itentang iPenetapan iPP  iPengganti  iUU iNo.  i2  iTahun  i2022 itentang iCipta  iKerja,  ipengusaha 

iyang imelanggar  iakan idikenakan  isanksi  ipidana iberupa  ikurungan ipenjara iselama  i1  ihingga  i4  itahun,  iatau 

idenda  iadministratif  iyang iberkisar  iantara iRp100.000.000,00  ihingga  iRp400.000.000,00.  iDalam irangka 



imemastikan  iimplementasi  isanksi  itersebut,  ipekerja iyang imerasa idirugikan iwajib imengajukan igugatan 

imelalui  imekanisme  iperadilan.  iPengadilan,  isebagai  iinstitusi  iyang iberwenang,  iakan  imenentukan 

ipenjatuhan isanksi  ikepada  ipengusaha iyang iterbukti  imelanggar,  itermasuk  ibagi  iyang imemberikan iupah 

idi ibawah iketentuan iminimum isebagaimana  idiatur idalam iPasal  i88E  iayat i(2)  iUU  iNo.  i6 iTahun i2023.  

iProses iini  ibertujuan  iuntuk  imemberikan  iperlindungan ihukum  iterhadap  ihak  ipekerja  isekaligus  

imenegakkan ikepatuhan  iterhadap inorma ipengupahan iyang itelah iditetapkan  isecara  iyuridis.  i  i 
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BAB  iIV 
PENUTUP 

 i 

4.1.  iKesimpulan 
Perlindungan ihukum  imerupakan  iperlindungan  iyang idiberikan ioleh  ihukum iterhadap  ihak-hak isetiap 

iorang iyang ihak-haknya  idilanggar  iorang ilain.  iAdapun ibentuk  iperlindungan  ihukum idalam iUU iNo.  i6 iTahun 

i2023  itentang iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  iTentang iCipta  iKerja  iMenjadi  iUU  iada  i2  i(dua) 

iyakni: 

a.  iPerlindungan  ihukum ipreventif 

Perlindungan ihukum ipreventif  imerujuk ipada  ilangkah-langkah iyang idiambil  ioleh  inegara  iuntuk 

imencegah  iterjadinya  ipelanggaran  ihukum  isebelum  iperistiwa  itersebut  iterjadi.  iDalam  ikonteks  iini,  

iperlindungan itersebut  idiwujudkan idalam ibentuk ipedoman idan ipembatasan iyang iditetapkan imelalui  

iregulasi  iformal,  iseperti  iUU idan iPP. iSalah isatu  ibentuk iperlindungan ipreventif iyang idiberikan  ipemerintah 

ikepada  itenaga  ikerja iadalah  ipenetapan istandar  iupah  iminimum.  iHal  iini  idiatur  imelalui  iUU iNo.  i6  iTahun  i2023 

itentang iPenetapan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  imengenai  iCipta  iKerja  imenjadi  iUU,  iyang imengatur  

iupah  iminimum  isebagai  iupaya  iperlindungan  iterhadap  ikesejahteraan  ipekerja.  iSelain  iitu,  ipemerintah  ijuga 

imewajibkan  ipencatatan  iperjanjian  ikerja isebagai  ilangkah ipreventif  iuntuk imemastikan ibahwa  ipengusaha 

itidak  imelanggar  ihak-hak  ipekerja  iyang idiatur  idalam  iketentuan ihukum  iyang iberlaku.  iPencatatan  iperjanjian 

ikerja  iini  ibertujuan  iuntuk  imenghindari  ipelanggaran  iyang idapat  imerugikan  ipekerja,  isekaligus  imenjamin 

ikepastian idan iperlindungan  ihak-hak  imereka idalam idunia ikerja. 

b.  iPerlindungan ihukum  irespresif 

Perlindungan ihukum iyang ibersifat  irepresif idapat  idipahami  isebagai  ilangkah ihukum iyang idiambil  

iuntuk  imenyelesaikan  ipermasalahan  ihukum  iyang itimbul  iakibat  iadanya  ibenturan  ikepentingan  iantara 

ipihak-pihak  iyang iterlibat.  iDalam  ikonteks  iini,  iperlindungan  itersebut  idirancang  iuntuk  imemberikan 

ipenyelesaian  iterhadap  ipelanggaran  iyang iterjadi.  iSecara ispesifik,  iperlindungan  ihukum  irepresif  iyang 

idiberikan ioleh  ipemerintah iterhadap ipekerja  iyang imemperoleh  iupah  iminimum idijelaskan  idalam iUU iNo.  i6 

iTahun  i2023,  iyang imengesahkan  iPP  iPengganti  iUU  iNo.  i2  iTahun  i2022  itentang iCipta  iKerja  imenjadi  iUU.  iUU 

iini imengatur  ipemberian  isanksi  iterhadap ipengusaha iyang imembayar  iupah idi ibawah iketentuan  iupah 

iminimum.  iSanksi  itersebut  idapat  iberupa  ihukuman  ipidana  ipenjara  idengan idurasi  i1 ihingga  i4 itahun iatau 

idenda  iyang iberkisar iantara  iRp100.000.000,00  ihingga  iRp400.000.000,00,  iyang ibertujuan iuntuk 

imenegakkan ikepatuhan  iterhadap iketentuan  iperundang-undangan  iyang iberlaku. 
4.2.  iSaran 



Berdasarkan  itingginya  ifrekuensi  ikasus idi  imana ipekerja imenerima  iupah iyang ilebih irendah idaripada 

iketentuan  iupah iminimum,  ipenting ibagi  ipemerintah iuntuk imemberikan iarahan ikepada  iDinas  iTenaga iKerja 

iagar isecara  iaktif  imenjalankan  ifungsi  ipengawasan  idan  ipembinaan  iterhadap  ipengusaha  iserta ipekerja  idalam 

irangka imemastikan ipelaksanaan  iperjanjian  ikerja isesuai  idengan  iketentuan iyang iberlaku.  iDalam ikonteks iini,  

iperan iDinas iTenaga  iKerja ijuga isangat  idiperlukan  iuntuk imengedukasi  imasyarakat,  ikhususnya  ipara ipekerja,  

imengenai  ihak-hak  imereka  iterkait  ikewajiban  iperusahaan  idalam  imembayar  iupah isesuai  idengan istandar  iyang 

iditetapkan.  iHal  iini  ipenting imengingat  imasih ibanyak  ipekerja  iyang ibelum isepenuhnya  imemahami  ihak-hak 

imereka  idalam  ikonteks  iketenagakerjaan,  isehingga  iinformasi  iyang itepat  idan  iakurat  iperlu  idisampaikan  iguna 

imencegah  iketidaktahuan iyang idapat  imerugikan  ipihak  ipekerja. 
 i 
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